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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak 

terhindarikan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata 

asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman 

transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman 

transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. 

A. KONSONAN 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada halaman berikut : 

Arab Indonesia Arab Indonesia 

 Ṭ ط ΄ ا

 Ẓ ظ B ب

 ‘ ع T ت

 Gh غ Th ث

 F ف J ج

 Q ق Ḥ ح

 K ك Kh خ

 L ل D د

 M م Dh ذ

 N ن R ر

 W و Z ز

 H ه S س

 ,  ء Sh ش

 Y ي Ṣ ص
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   Ḍ ضَ

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 

tanda (’). 

B. VOKAL 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab 

yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai  berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah A A اَ 

 Kasrah I I اَِ

 Ḍammah U U اَُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah dan ya Ai A dan I ا يَْ

 Fatḥah dan wau Au A dan U ا وَْ

Contoh : 

 kaifa :  ك يْفَ 

 haula :  ه وْلَ 

C. MADDAH 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

ى ىَ  اَ   Fatḥah dan alif atau Ya Ā a dan garis  di atas 
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 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas  يَِ

 Ḍammah dan wau Ū u dan garis di atas  وَُ

Contoh : 

 māta : ما تَ

 ramā : ر مىَ 

 qīla : قِيلَ 

وُْتَُ  yamūtu  : يَ 

D. TA’ MARBŪṬAH 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).  

Contoh:   

طْف الَ  rauḍah al-aṭfāl :  ر وْض ةَُالاَ 

 دِيْ ن ةَُالْف ضِي ْل ةَُ
 al-madīnah al-fāḍīlah:  الم

 al-ḥikmah :  الِحكْم ةَُ

E. SYADDAH (TASYDῙD)  

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd ( ’  ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.   

Contoh : 

 rabbanā : ر بَّناَ 

 najjainā : نَ َّيْناَ 
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 al-ḥaqq : الح قَ 

 al-ḥajj : الح جَّ

 nu’ima : نُ عِّمَ 

 ‘aduwwu : ع دُوَ 

Jika huruf ى ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

berharakat kasrah  ( َِ ََ  ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).  

Contoh: 

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)’ : ع لِيَّ 

َّ  Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Arab)  : ع ر بِّ

F. KATA SANDANG  

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) 

alif lam ma‘arifah. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. 

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-).  

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الشَّمْسَُ

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :  الزَّلْز ل ة

 al-falsafah : الْف لْس ف ةَ

لب لا دَُا   : al-bilādu 

G. HAMZAH 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletakdi tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.  
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Contoh : 

 ta’murūna : تأمُْرُوْن

 ’an-nau : النَّوء  

 syai’un :  ش يْءَُ

 umirtu  : أمُِرْتَُ

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM 

BAHASA INDONESIA  

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadist, khusus 

dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh:  

Fī ẓilāl al-Qur’ān  

Al-Sunnah qabl al-tadwīn  

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab  

I. LAFẒ AL-JALĀLAH ( )الله   

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. Contoh: 

 dīnullāh : دِيْنَُاللَِّٰ

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

  hum fī raḥmatillāh :  هُمَْفَِْر حْْ ةَِاللَِّٰ

J. HURUF KAPITAL  

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului 

oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

namadiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 
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kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teksmaupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 

Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl  

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān  

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs  

Abū Naṣr al-Farābī  

Al-Gazālī  

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
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ABSTRAK 

Fitriani Siregar, 220201110047, 2026. Keabsahan Pihak Pengajuan Pembatalan 

Perkawinan dalam Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Perspektif 

Keadilan Jhon Rawls (Studi Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn) 

Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Rayno Dwi 

Adityo, S.H., M.H 

 

 Kata Kunci : Keabsahan Pihak, Pembatalan Perkawinan, Niet 

Ontvankelijke Verklaard, Keadilan Jhon Rawls 

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan dinyatakannya putusan niet 

ontvankelijke verklaard dalam perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh 

anak kandung almarhum. Dalam hal ini Penggugat selaku keluarga dari garis 

keturunan lurus ke bawah, dan hakim telah mengakui legal standing Penggugat 

sebagai pihak yang berkepentingan. Namun, keadaan tersebut menimbulkan 

pertanyaan mendasar mengenai keabsahan pihak dalam perkara pembatalan 

perkawinan serta akibat hukumnya terhadap keadilan substantif bagi pihak yang 

berkepentingan. Rumusan masalah pertama adalah bagaimana keabsahan pihak 

pengajuan pembatalan perkawinan ditinjau berdasarkan hukum positif. Kedua, 

bagaimana akibat hukum niet ontvankelijke verklaard dalam putusan tersebut 

dianalisis berdasarkan perkspektif keadilan Jhon Rawls. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

konseptual. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan Putusan Nomor 

617/Pdt.G/2025/PA.Mdn sebagai objek utama penelitian. Bahan hukum sekunder 

mencakup literatur hukum, dan penelitian terdahulu yang berkaitan. Adapun 

pengolahan bahan hukum terdiri dari tahapan pemeriksaan bahan hukum, 

klasifikasi bahan hukum, verifikasi bahan hukum, analisis bahan hukum dan 

kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Penggugat sebagai keluarga 

garis keturunan lurus ke bawah almarhum sah secara hukum untuk mengajukan 

pembatalan perkawinan. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 73 dan Pasal 23 

Undang-Undang Perkawinan. Salah satu pertimbangan hakim yang menyatakan 

gugatan kurang pihak dinilai kurang tepat, karena tidak terdapat kewajiban untuk 

mengikutsertakan seluruh pihak dalam kedudukan sebagai Penggugat. Selain itu, 

sebagian pihak tersebut masih berada di bawah umur dan belum cakap hukum. 

Kedua, apabila ditinjau berdasarkan teori keadilan Jhon Rawls, putusan niet 

ontvankelijke verklaard tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan karena 

menghambat akses Penggugat terhadap keadilan serta merugikan pihak yang 

lemah. Sehingga, putusan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip justice 

as fairness.  
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ABSTRACT 

Fitriani Siregar, 220201110047, 2026. The Validity of Parties in Filing for 

Marriage Annulment in the Niet Ontvankelijke Verklaard Decision from 

the Perspective of John Rawls' Theory of Justice (Study of the Religious 

Court of Medan Decision Number 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn). Thesis, 

Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim 

State Islamic University Malang. Supervisor: Rayno Dwi Adityo, S.H., M.H 

 

 Keywords : Validity of Parties, Annulment of Marriage, Niet Ontvankelijke 

Verklaard, Justice Jhon Rawls 

This research is motivated by the pronouncement of the "Niet Ontvankelijke 

Verklaard" decision in a marriage annulment case filed by the deceased's biological 

child. In this case, the plaintiff, as a direct descendant of the deceased, recognized 

the plaintiff's legal standing as an interested party. However, this situation raises 

fundamental questions regarding the legitimacy of the parties in the marriage 

annulment case and its legal consequences for substantive justice for the parties. 

The research problem is how the legitimacy of the parties filing the marriage 

annulment is reviewed based on positive law, and how the legal consequences of 

the "Niet Ontvankelijke Verklaard" decision are analyzed from the perspective of 

John Rawls's justice. 

This research is a normative legal study with a conceptual approach. The 

primary legal materials consist of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the 

Compilation of Islamic Law, Government Regulation Number 9 of 1975 

concerning the Implementation of the Marriage Law, and Decision Number 

617/Pdt.G/2025/PA.Mdn as the primary research objects. Secondary legal materials 

include legal literature and related previous research. The legal material processing 

process consists of the stages of legal material examination, legal material 

classification, legal material verification, legal material analysis, and conclusions. 

The results of the study indicate that the Plaintiff, as a direct descendant of 

the deceased, is legally entitled to file for annulment of the marriage, based on 

Articles 73 and 23 of the Marriage Law. The judge's consideration that the lawsuit 

lacked parties was deemed inappropriate because there was no obligation for all 

parties to be included, and considering that some of the parties were minors and not 

legally competent. Based on John Rawls' theory of justice, the NO Decision does 

not reflect justice because it hinders the Plaintiff's access to justice and 

disadvantages the weaker party. So this is not in line with the principle of justice as 

fairness. 
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البحث   مستخلص   
 فيترياني سيرغار، ٢٢٠٢٠١١١٠٠٤٧، ٢٠٢٦ .مدى صحة صفة الأطراف فِ رفع دعوى إبطال الزواج فِ حكمَ
 عدم قبولَ الدعوىَ )نيتَ أونتفانكليكَ فيرخلاردَ (منَ منظورَ نظريةَ العدالةَ عندَ جونَ رولزَ )دراسةَ فَِ حكم
 رسالة جامعيةَ، قسم الأحوالَ .(٢٠٢٥PA.Mdn//Pdt.Gالمحكمة الدينية بمدينةَ ميدان رقم ٦١٧/
 الشخصيةَ الإسلاميةَ، كليةَ الشريعة، جامعةَ مولانَ مالكَ إبراهيمَ الإسلاميةَ الحكوميةَ مالانغَ .المشرفَ :راينوَ

 دويَ أديتيوَ، ليسانس فِ الحقوقَ، ماجستير فِ الحقوقَ

 

أونتفانكليكَ )نيتَ الدعوىَ قبولَ عدمَ الزواج،َ إبطالَ الأطراف،َ صفةَ صحةَ المفتاحية:َ َالكلماتَ
 فيرخلارد(،َعدالةَجونَرولزَ

 تنبع هذه الدراسة من صدور حكم بعدم قبولَ الدعوى نيت أونتفانكليك فيرخلارد فَِ قضية إبطال الزواج التَ
 ،رفعها الابنَ الشرعيَ للمتوفَ .وفَِ هذه الحالة، يعُدَّ المدعي منَ أفرادَ الأسرة فِ خطَ النسب المباشر إلَ الأسفلَ
 وقد اعترف القاضي بصفته القانونية كطرفَ ذي مصلحة .إلا أن هذه الحالة تثير تساؤلًاَ جوهرياًَ حول مدى صحةَ
 .صفة الأطراف فَِ دعوى إبطال الزواجَ، وكذلكَ آثارها القانونيةَ على تحقيقَ العدالةَ الموضوعية للأطراف المعنيةَ
 ،وتتمثل إشكالية البحث فِ بيان مدى صحة صفة الأطراف فِ تقديم دعوىَ إبطال الزواج وفقًا للقانون الوضعيَ

 .وتحليلَ الآثار القانونيةَ لحكم عدمَ قبولَ الدعوىَ فَِ ضوءَ منظور العدالة لدى جون رولز

منَ الأولية القانونيةَ المواد وتتكون .المفاهيمي المنهجَ باستخدام المعيارية القانونيةَ البحوث من الدراسةَ هذه تعُدَّ  
١٩٧٥ لسنةَ ٩ رقمَ الحكوميةَ واللائحةَ الإسلاميةَ، الأحكامَ ومدونةَ الزواجَ، بشأن ١٩٧٤ لسنةَ ١ رقمَ القانونَ  

/٦١٧ رقمَ الحكم إلَ إضافةَ الزواجَ، قانونَ بتنفيذَ المتعلقةَ Pdt.G/ ٢٠٢٥/ PA.Mdn َالدراسةَ موضوع بوصفه  
معالجةَ مراحل وتشمل .الصلةَ ذات السابقة والدراساتَ القانونيةَ المراجع فتشمل الثانوية القانونية المواد أماَ .الرئيس  

الاستنتاجات إل الوصول ثم وتحليلها، منهاَ، والتحقق وتصنيفهاَ، فحصهاَ، القانونية المواد . 

طرفاًَ يعُدَّ المتوف منَ الأسفلَ إلَ المباشرَ النسب خطَ فَِ الأسرة أفرادَ منَ بصفتهَ المدعي أنَ الدراسةَ نتائجَ تُظهرَ  
تقديرَ أن كما الزواج، قانون من ٢٣ والمادة ٧٣ المادة إل استنادًا وذلكَ الزواج، إبطالَ دعوى رفع فِ قانونًَ صحيحًا  
عنَ فضلًاَ الأطرافَ، جميع بإشراكَ يلُزمَ نصَ وجود لعدمَ دقيقَ غيَر يعُدَّ الأطراف نقصةَ الدعوىَ اعتبَ الذيَ القاضيَ  

عدمَ حكم فإنَ رولزَ جونَ لدىَ العدالةَ نظرية منظورَ ومن القانونية، الأهليةَ مكتمل وغيَر قاصراًَ زالَ ماَ بعضهمَ أنَ  
غيَر يجعلهَ مما الأضعف، بالطرف الضرر ويلُحقَ العدالةَ إلَ المدعي وصول يعيق لأنه العدالةَ يعكسَ لا الدعوىَ قبولَ  

إنصافاً بوصفها العدالةَ مبدأَ مع منسجم . 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Perkawinan pada hakikatnya sebuah perjanjian suci yang mengikat seorang 

insan laki-laki dan perempuan. Pun dalam melaksanakan perkawinan keduanya 

memiliki hak atas diri mereka sendiri. Hubungan antara keduanya sepatutnya 

didasari oleh rasa saling mencintai, menyukai, dan kerelaan dari kedua belah pihak 

tanpa adanya paksaan. Perjanjian suci ini diungkapkan melalui ijab dan kabul yang 

dilakukan oleh calon suami dan wali bagi pihak perempuan.1 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-

Undang Perkawinan) menjelaskan perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin 

antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri, dengan tujuan 

yang dimiliki yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan berlangsung kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.2 Perkawinan sebagai suatu peristiwa 

hukum dan memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena 

melahirkan berbagai konsekuensi hukum.3  

Konsekuensi hukum tersebut pada akhirnya menyebabkan timbulnya 

hubungan keperdataan antara suami dan istri, dan  termasuk dalam hal ini hubungan 

kewarisan, hubungan kekayaan dan hubungan orang tua serta anak. Sebagaimana 

penjelasan yang disampaikan oleh Soebekti bahwa hukum keluarga terkandung 

 
1 Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam” 02, no. November 

(2020): 111–22. 
2 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
3 Musyaffa Amin and Ash Shabah, “Perkawinan Sebagai HAM” 11, no. 2 (2020): 25–33. 
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didalamnya hubungan hukum dari kekeluargaan, seperti halnya perkawinan, 

hubungan kekayaan suami dan istri, hubungan orang tua dan anak, perwalian dan 

curatele.4 Sehingga, perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam 

hubungan kekeluargaan karena akibat hukum dari kekeluargaan lahir dari ikatan 

perkawinan yang sah.  

Sehubungan dengan hal tersebut, besarnya akibat hukum yang lahir dari 

perkawinan, maka negara dalam hal ini memiliki andil dalam melakukan upaya 

mewajibkan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan telah terlihat jelas 

dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa setiap perkawinan 

dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.5 Tak hanya itu, 

Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan bahwa untuk 

menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan 

wajib dicatat.6 

Tujuan dilaksanakannya pencatatan perkawinan ialah guna memberikan 

kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang akan melaksanakan 

perkawinan. Selain itu, pencatatan perkawinan juga menjamin terpenuhinya hak 

waris bagi suami atau istri yang hidup lebih lama serta anak-anak yang dilahirkan 

dari perkawinan tersebut.7 Berdasarkan hal tersebut, ketentuan hukum mengenai 

syarat sahnya perkawinan telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang 

Perkawinan dan KHI.  

 
4 A. Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam di Indonesia, n.d. 
5 Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
6 Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. 
7 Virahmawaty Mahera and Arhjayati Rahim, “Pentingnya Pencatatan Perkawinan” 3, no. 2 (2022): 

92–101. 
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Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan 

dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan 

masing-masing pihak.8 Kemudian, Pasal 14 KHI menyatakan bahwa rukun dan 

syarat perkawinan meliputi calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, 

dan ijab kabul.9 Jika suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah 

ditetapkan untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat 

dibatalkan sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 Undang Perkawinan.10  

Pasal 71 KHI menjelaskan beberapa keadaan yang menyebabkan dapat 

dibatalkannya perkawinan, salah satunya termaktub dalam huruf (c) bahwa suatu 

perkawinan dapat dibatalkan apabila suami melakukan poligami tanpa adanya izin 

dari Pengadilan Agama. Selain itu, pada huruf (e) menjelaskan bahwa perkawinan 

dapat dibatalkan apabila dilaksanakan tanpa wali atau wali yang tidak berhak.11 

Dengan adanya ketentuan tersebut, terlihat jelas bahwa pemerintah telah berusaha 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara nyata dengan merumuskan peraturan 

yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas dan melindungi dari 

permasalahan yang akan datang di kemudian hari.12 

Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan oleh pihak yang sah 

dan telah diatur dalam hukum positif. Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan 

menyatakan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para 

keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri, 

 
8 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
9 Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. 
10 Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
11 Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. 
12 Yohanes Suhardin, “Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakaт,” n.d. 
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pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, dan setiap 

orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan 

tersebut tetapi hanya setelah perkawinan tersebut putus.13  

Ketentuan yang sama juga dijelaskan dalam Pasal 73 KHI bahwa yang dapat 

mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis 

keturunan lurus ke atas dan bawah dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat 

yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan, dan para pihak yang 

berkepentingan menyadari adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan 

berdasarkan hukum positif.14 Pada frasa “para pihak yang berkepentingan” dan 

“orang yang mempunyai kepentingan hukum” harus diartikan secara luas, 

mengingat tidak dijelaskan secara rigid pihak mana yang dimaksud dalam pasal 

tersebut.  

Sehingga, para pihak tersebut tentunya memiliki kepentingan hukum untuk 

melakukan pembatalan perkawinan terhadap pelaksanaan perkawinan yang diduga 

dapat dibatalkan. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 KHI 

mengenai beberapa keadaan yang dapat dibatalkannya perkawinan. Permohonan 

pembatalan perkawinan dalam hal ini termasuk dalam bidang keperdataan, 

Indonesia sendiri menggunakan hukum acara perdata sebagai pedoman utama 

dalam pelaksanaan hukum bidang keperdataan.15  

Setiap orang yang bertindak sebagai pihak dalam proses peradilan tentunya 

harus memiliki kepentingan hukum atau hak yang hendak dipertahankan atau 

 
13 Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” 
14 Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam. 
15 Halida Zia, Mario Agusta, And Desy Afriyanti. AZ, “Pengetahuan Hukum tentang Hukum Acara 

Perdata,” no. 27 (1974). 
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diperjuangan di pengadilan. Penjelasan tersebut didukung dengan pendapat yang 

disampaikan oleh Mertokusumo dalam sebuah tulisan bahwa dalam mengajukan 

gugatan atau tuntutan hak ke pengadilan perlu memperhatikan asas yang 

menyatakan bahwa hanya pihak yang memiliki kepentingan hukum yang dapat 

mengajukan tuntutan tersebut.16 

Hukum acara perdata mengenal istilah legal standing atau yang kerap dikenal 

dengan istilah standing, ius standi, persona standi atau hak gugat. Makna dari 

istilah tersebut ialah hak atau akses yang dimiliki oleh seseorang, kelompok, 

maupun organisasi untuk mengajukan perkara di pengadilan sebagai pihak 

penggugat. Selain itu, legal standing sebagai salah satu syarat formal yang sangat 

penting dalam pengajuan gugatan atau permohonan di pengadilan. Kehadirannya 

menentukan apakah suatu perkara layak untuk diperiksa oleh pengadilan atau tidak. 

Legal standing juga berfungsi sebagai mekanisme penyaringan awal dalam hukum 

acara perdata untuk memastikan hanya pihak yang memiliki kepentingan hukum 

yang dapat mengajukan gugatan.17 

Pengajuan gugatan yang diajukan di pengadilan terdapat beberapa syarat yang 

harus dipenuhi. Pertama, gugatan pada umumnya diajukan secara tertulis 

sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR atau Pasal 142 ayat (1) RBg. 

Namun, dalam keadaan tertentu gugatan dapat diajukan secara lisan sesuai dengan 

ketentuan Pasal 120 HIR atau Pasal 144 RBg. Kedua, gugatan harus diajukan oleh 

 
16 Daniel David Hutapea, “Persona Standi In Judicio dalam Gugatan Pembatalan Hak Cipta Ditinjau 

dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Rancangan Undang-Undang 

Hak Cipta Tahun 2011,” no. 03 (2011): 123–31. 
17 Amanda Passya Agirani et al., “Legal Standing Sebagai Syarat Formil Gugatan Perdata Umum 

Dalam Putusan MA Nomor 4831 / K / Pdt / 2025 Hukum Acara Perdata” 5, no. 1 (2026): 2264–71. 
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pihak yang memiliki kepentingan hukum. Ketentuan tersebut selaras dengan asas 

point d’action serta asas legitima persona standi in judicio yang menjelaskan bahwa 

hanya pihak yang memiliki kepentingan hukum yang memiliki hak mengajukan 

gugatan. Ketiga, gugatan harus diajukan kepada pengadilan yang memiliki 

kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan.18   

Jika dalam mengajukan gugatan atau permohonan tidak menyertakan pihak 

yang semestinya diikutsertakan, maka gugatan atau permohonan tersebut dapat 

dijatuhkan putusan niet ontvankelijke verklaard (NO). Putusan niet ontvankelijke 

verklaard adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan atau permohonan tidak 

dapat diterima oleh pengadilan. Alasan dari putusan NO tersebut ialah karena 

adanya cacat formil dalam gugatan yang diajukan.19 Sehingga, untuk mencapai 

kepastian hukum, maka gugatan tersebut dapat diajukan kembali dengan 

memperbaiki ketentuan yang telah disertakan dalam putusan.20 

Permasalahan keabsahan pihak dalam pengajuan pembatalan perkawinan dan 

mengakibatkan putusan dinyatakan NO tergambar secara nyata dalam putusan 

nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn. Gugatan ini diajukan oleh Penggugat selaku anak 

kandung dari perkawinan pertama atas pembatalan perkawinan almarhum ayah 

kandungnya dengan istri dari perkawinan ketiga. Putusan tersebut menyatakan 

 
18 Martha Eri Safira, Hukum Acara Perdata (Ponorogo, n.d.). 
19 Muhammad Raihan Nugraha, “Arti Putusan NO dan Bedanya dengan Obscuur Libel,” accessed 

March 6, 2026, https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-putusan-no-dan-bedanya-dengan-

obscuur-libel-lt54f3260e923fb/. 
20 Rocky Marbun, “Gugatan Kurang Pihak, Ini Akibat Hukumnya,” accessed March 6, 2026, 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/gugatan-kurang-pihak-ini-akibat-hukumnya-

lt62bc2e0cdfb26/. 
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tidak diterimanya gugatan pembatalan perkawinan yang didalamnya terdapat 

poligami tanpa izin dan penggunaan identitas palsu.  

Hal ini mencerminkan pilihan kebijakan hukum yang mengutamakan stabilitas 

institusi perkawinan di atas standar aturan formal yang berlaku. Semestinya jika 

melihat Pasal 71 KHI huruf (a) menjelaskan suatu perkawinan dapat dibatalkan 

apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.21 

Kemudian, dalam perkara nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn dapat diketahui adanya 

penggunaan identitas palsu dalam perkawinan. Maka, Pasal 22 Undang-Undang 

Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan dapat dinyatakan batal apabila 

para pihak yang melangsungkannya tidak memenuhi persyaratan yang telah 

ditetapkan untuk melangsungkan perkawinan.22 

Lebih lanjut, dalam replik yang diajukan Penggugat menyatakan bahwa 

pengajuan permohohan pembatalan perkawinan adalah untuk meluruskan hal yang 

tidak benar dan untuk mewakili kedua adik kandungnya yang dalam hal ini belum 

bisa melakukan gugatan dikarenakan keduanya masih di bawah umur. Terlepas dari 

hal tersebut, majelis hakim dalam pertimbangannya mengakui legal standing 

Penggugat sebagaimana Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan23 dan Pasal 73 

KHI24 sebagai kategori “orang yang berkepentingan” dan meliputi siapa saja yang 

merasa dirugikan, termasuk anak-anak dari perkawinan sebelumnya. Namun, dalam 

hal ini hakim tetap menjatuhkan putusan NO.  

 
21 Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. 
22 Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
23 Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.. 
24 Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam. 
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Permasalahan yang dipaparkan tersebut menyebabkan persoalan hukum yang 

kontradiktif. Hakim dalam pertimbangannya mengakui Penggugat sebagai pihak 

yang berkepentingan, akan tetapi di lain sisi putusan tersebut dinyatakan tidak 

diterima karena pihak lain yang dianggap berkepentingan tidak dicantumkan. 

Semestinya jika melihat pada perkara tersebut, pihak yang dimaksud untuk 

diikutsertakan masih berada di bawah umur dan belum cakap hukum.  

Keadaan tersebut jika dilihat melalui perspektif keadilan Jhon Rawls 

menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai putusan NO yang dinyatakan 

kekurangan pihak secara formil. Apakah hal tersebut telah menggambarkan 

keadilan substansif bagi para pihak atau tidak. Teori keadilan yang digagas oleh 

John Rawls menekankan pada dua prinsip utama, yaitu kebebasan yang setara bagi 

semua orang dan prinsip perbedaan bahwa ketimpangan sosial ekonomi hanya 

dapat dibenarkan jika menguntungkan kelompok yang kurang beruntung. Dalam 

hal ini, Jhon Rawls menjelaskan pentingnya perlakuan yang adil dan proporsional 

serta perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi paling dirugikan.25 

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini menjadi sangat penting untuk 

menganalisis keabsahan pihak pengajuan pembatalan perkawinan dalam putusan 

nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn berdasarkan perspektif keadilan Jhon Rawls. 

Sehingga, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan 

praktis dalam memperkaya kajian di bidang hukum keluarga Islam. 

 
25 Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawl,” Jurnal TAPIs 9, no. 2 (2013): hlm 35. 
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B. Batasan Masalah  

       Batasan masalah diperlukan agar Peneliti dapat fokus pada ruang lingkup 

penelitian yang diinginkan. Sehingga diperlukan batasan penelitian, yaitu:  

1. Penelitian hanya fokus membahas keabsahan pihak pengajuan pembatalan 

perkawinan pada putusan nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn berdasarkan 

perspektif keadilan Jhon Rawls dan tidak membahas perkara serupa di luar 

putusan yang telah ditentukan. 

2. Fokus penelitian hanya berkaitan pada analisis keabsahan pihak pengajuan 

pembatalan perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. 

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. 

3. Peneliti hanya berfokus pada teori keadilan yang dibawa oleh John Rawls. 

Dalam hal ini membahas serta mengelaborasi mengenai prinsip-prinsip 

keadilan yang ada pada teori keadilan John Rawls.  

C. Rumusan Masalah  

       Dengan melihat latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah 

dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Bagaimana keabsahan pihak pengajuan pembatalan perkawinan pada putusan 

nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn ditinjau berdasarkan hukum positif? 

2. Bagaimana akibat hukum niet ontvankelijke verklaard dalam putusan nomor 

617/Pdt.G/2025/PA.Mdn perspektif keadilan John Rawls? 
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D. Tujuan Penelitian  

       Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan 

Peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisa keabsahan pihak pengajuan pembatalan perkawinan pada putusan 

nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn ditinjau berdasarkan hukum positif. 

2. Menganalisa akibat hukum niet ontvankelijke verklaard dalam putusan nomor 

617/Pdt.G/2025/PA.Mdn perspektif keadilan John Rawls. 

E. Manfaat Penelitian  

       Peneliti berharap agar pembaca dapat menerima manfaat dari penelitian yang 

dilakukan, antara lain:  

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian saat ini ialah dapat 

memberikan kontribusi dalam pengembangan informasi serta ilmu pengetahuan di 

bidang hukum keluarga Islam. Terlebih pada keabsahan pihak dalam pengajuan 

pembatalan perkawinan dan akibat hukum putusan niet ontvankelijke verklaard 

yang dianalisis melalui kaca mata keadilan Jhon Rawls.   

2. Manfaat Praktis  

       Manfaat praktis dari penelitian yang dilakukan adalah dapat menjadi bahan 

rujukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan 

pembahasan di bidang hukum keluarga Islam. Terlebih yang sama halnya dengan 

keabsahan pihak dalam perkara pembatalan perkawinan dan putusan niet 

ontvankelijke verklaard.  
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F. Definisi Konseptual 

1. Keabsahan Pihak 

Keabsahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sifat 

yang sah.26 Sedangkan pihak menurut KBBI adalah bagian, atau orang.27 Maka 

yang dimaksud dengan keabsahan pihak adalah orang yang secara sah dalam hal 

ini dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Keabsahan pihak juga berkaitan 

dengan legal standing atau yang kerap dikenal dengan standing, ius standi, atau 

persona standi. Istilah tersebut memiliki arti sebagai hak gugat atau kedudukan 

untuk mengajukan gugatan. Secara umum, legal standing adalah keadaan yang 

menunjukkan bahwa seseorang atau suatu pihak telah melengkapi ketentuan 

tertentu, sehingga memiliki hak sebagai pihak yang berhak mengajukan 

permohonan penyelesaian permasalahan yang diajukan di pengadilan.28 

2. Pembatalan Perkawinan 

Merujuk tulisan mengenai pendapat Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja 

bahwa pembatalan perkawinan merupakan perkawinan yang telah dilangsungkan 

tetapi dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk 

melangsungkan perkawinan. Ketentuan pembatalan tersebut hanya dapat 

ditetapkan melalui pengadilan. Sementara itu jika merujuk pada kamus hukum, 

istilah pembatalan perkawinan adalah tindakan untuk menyatakan tidak sahnya 

suatu perkawinan karena tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga 

 
26 “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” accessed March 6, 2026, https://kbbi.web.id/absah. 
27 “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” accessed March 6, 2026, https://kbbi.web.id/pihak. 
28 Tiara Amanda Putri, “Mengenal Arti Gugatan Legal Standing,” accessed March 6, 2026, 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-arti-gugatan-legal-standing-lt60d04141beb9e/. 
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perkawinan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang 

ditentukan oleh undang-undang.29 

3. Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard  

Putusan niet ontvankelijke verklaard (NO) adalah putusan yang menyatakan 

bahwa gugatan tidak dapat diterima dikarenakan tidak memenuhi persyaratan 

formil dalam pengajuan gugatan. Putusan NO tersebut dapat terjadi jika surat kuasa 

yang digunakan tidak sah, pihak yang mengajukan gugatan tidak memiliki 

kecakapan hukum, terjadi kesalahan dalam menentukan pihak (error in persona), 

gugatan diajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang menangani 

permasalahan tersebut, isi gugatan tidak jelas, gugatan diajukan terlalu dini, telah 

melewatis batas waktu pengajuan, atau terdapat kekurangan pihak dalam 

gugatan.30  

4. Teori Keadilan Jhon Rawls  

Keadilan perlu dipahami sebagai fairness, dalam artian yang dimaksud adalah 

kondisi yang tidak hanya memberikan keuntungan kepada mereka yang memiliki 

kemampuan atau bakat lebih, akan tetapi memberi kesempatan bagi pihak yang 

kurang beruntung untuk memperbaiki kehidupannya. Prinsip ini menekankan 

bahwa manfaat sosial seharusnya bersifat timbal balik (reciprocal benefits), dan 

bukan harus sama bagi setiap orang. Dengan demikian, untuk mewujudkan 

keadilan yang objektif, maka diperlukan prosedur yang adil (pure procedural 

 
29 Tami Rusli, “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan,” no. 26 (1974). 
30 Prudencia Aurell et al., “Alasan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard dalam Praktek Pemeriksaan 

Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Bantul” 2, no. 1 (2024): 287–90. 
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justice) agar proses yang berlangsung dapat menghasilkan keputusan yang adil 

bagi semua pihak.31 

G. Metode Penelitian  

       Metodologi berasal dari dua kata, yaitu metode dan logi. Secara sederhana, 

metode berarti cara atau langkah yang teratur dalam melakukan sesuatu, sedangkan 

logi berarti ilmu yang didasari oleh penalaran logis. Adapun metode penelitian 

hukum merupakan ilmu yang menjelaskan cara melakukan penelitian di bidang 

hukum dengan langkah-langkah yang teratur dan berlandaskan logika ilmiah.32 

1. Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian 

hukum normatif atau sering disebut juga legal research, pada dasarnya merupakan 

studi berbasis dokumen. Dalam hal ini, penelitian ini menggunakan bahan-bahan 

hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori 

hukum, serta pendapat para ahli hukum sebagai sumber utama. Penelitian hukum 

normatif dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis norma-norma 

hukum, asas-asas hukum, dan teori-teori hukum dalam konteks putusan pengadilan, 

serta mengevaluasi konsistensi dan koherensi implementasi hukum dengan 

landasan teoritis yang ada. 33 

 Sehingga jenis penelitian hukum normatif menjadi tepat untuk dipilih karena 

persoalan yang dibahas berasal dari ketidakpastian norma mengenai keabsahan 

pihak dalam pengajuan pembatalan perkawinan seperti halnya dalam putusan 

 
31 Muhammad Taufik, “Filsafat Jhon Rawls Tentang Teori Keadilan,” n.d. 
32 Mulhaimin., Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama Juni 2020 (Mataram: Mataram 

University Press, 2020), https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf. 
33 Abdulkadir Muhammad, “Hukum Dan Penelitian Hukum” 8, no. 1 (2004): 134. 
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nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn. Maka, dengan demikian diperlukannya 

pembahasan mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang saat ini 

berlaku serta doktrin hukum yang relevan dan kemudian dielaborasikan 

menggunakan kacamata keadilan Jhon Rawls guna melihat dampak dari putusan 

niet ontvankelijke verklaard.  

2. Pendekatan Penelitian  

       Pendekatan dimaknai sebagai suatu cara atau upaya untuk menjalin hubungan 

dengan objek penelitian, sekaligus sebagai metode dalam memahami dan menelaah 

permasalahan yang sedang diteliti. Melalui pendekatan yang tepat, Peneliti dapat 

memperoleh informasi dari beragam sudut pandang sehingga analisis terhadap isu 

hukum yang diteliti menjadi lebih mendalam dan terarah. Melalui berbagai 

pendekatan tersebut, penelitian hukum tidak hanya berupaya menemukan jawaban 

atas permasalahan yang dikaji, tetapi juga berusaha memahami konteks serta 

landasan teoritis yang melatarbelakanginya secara menyeluruh.34 

       Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conseptual approach). 

Alasan digunakannya pendekatan ini ialah karena undang-undang saat ini belum 

memberikan kepastian aturan secara tegas tentang keabsahan pihak dalam 

pengajuan pembatalan perkawinan. Dengan demikian, perlunya penelusuran 

melalui doktrin  dan konsep hukum yang relevan serta valid dalam mengkaji 

permasalahan tersebut. Tak hanya itu, melalui pendekatan konseptual yang dipilih 

guna menganalisis konsep keabsahan pihak dalam pengajuan pembatalan 

 
34 Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, RISTANSI: Riset Akuntansi, 2019, 

http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf. 
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perkawinan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku 

saat ini, dan menganalisis akibat hukum dari niet ontvankelijke verklaard dalam 

putusan 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn dengan kacamata keadilan Jhon Rawls.  

3. Bahan Hukum 

       Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa dalam konteks penelitian hukum, 

istilah “data” sebenarnya tidak tepat digunakan. Kemudian, penelitian hukum 

seharusnya tidak didasarkan pada pengumpulan data sebagaimana penelitian sosial, 

melainkan pada penggunaan bahan hukum sebagai sumber utama.35 Adapun bahan 

hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer 

       Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa bahan hukum primer 

memiliki sifat otoritatif. Artinya bahan hukum primer bersumber dari 

lembaga yang memiliki kewenangan resmi dalam pembentukannya.36 

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn, Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,  Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.  

 
35 Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani and Farkhani, Metodologi Riset Hukum, ed. Sarjiyati, 

Cetakan Pertama (Madiun-Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 

https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku 

Ajar/BUKU METODOLOGI RISET HUKUM.pdf, 40. 
36 Hardi Fardiansyah Nanda Dwi Rizkia, Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris), 

Cetakan Pertama September 2023 (Bandung, 2023) 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

       Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang tidak memiliki 

kekuatan mengikat secara langsung, namun berfungsi untuk memberikan 

penjelasan, pemahaman, dan interpretasi terhadap bahan hukum primer.37 

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku hukum 

mengenai hukum perdata, hukum acara perdata, metode penelitian hukum 

normatif dan teori keadilan Jhon Rawls.  

       Kemudian bahan hukum sekunder berupa pendapat ahli hukum dan 

jurnal hukum yang membahas keabsahan pihak dalam pengajuan 

pembatalan perkawinan. Bahan ini digunakan untuk mendukung dan 

memperkuat analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta 

menjelaskan sudut pandang teoritis mengenai keabsahan pihak pengajuan 

pembatalan perkawinan. 

c. Bahan Hukum Tersier  

       Bahan hukum tersier adalah bahan pendukung yang membantu 

peneliti dalam memahami konsep atau istilah yang belum diketahui. Bahan 

hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.38 

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum  

 Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi 

dokumentasi dengan menelusuri berbagai sumber bahan hukum yang relevan 

dengan topik penelitian yaitu keabsahan pihak pengajuan pembatalan perkawinan 

 
37 Nitaria Angkasa et al., Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar, ed. Akib M, Maroni, 

and Dr. Hamzah, Cetakan Pertama (Lampung: CV. LADUNY ALIFATAMA (Penerbit Laduny), 

2019), http://repository.lppm.unila.ac.id/18062/1/hamzah metode penelitian hukum.pdf. 
38 Gunandi, Metode Penelitian Hukum, 2016. 
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dalam putusan niet ontvankelijke verklaard. Metode ini dipilih karena penelitian 

yang dilakukan berorientasi pada kajian dokumen dan literatur hukum, sehingga 

lebih dikenal dengan penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan 

(library research). 

       Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan 

preskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan menggambarkan struktur serta isi 

putusan pengadilan, termasuk dictum yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya, 

peneliti menelaah keabsahan pihak pengajuan pembatalan perkawinan dari putusan 

tersebut dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, teori keadilan, serta 

konsep-konsep yang relevan guna menjawab rumusan masalah dan pemahaman 

yang mendalam terhadap permasalahan hukum yang dikaji.39 

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum  

a. Pemeriksaan Bahan Hukum  

      Pemeriksaan bahan hukum dilakukan untuk menilai kelengkapan dan 

relevansi bahan hukum yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, peneliti 

menelusuri kembali apakah seluruh bahan hukum yang dibutuhkan sudah 

diperoleh, serta memastikan bahwa bahan hukum tersebut sesuai dengan 

fokus permasalahan yang diteliti.40 Melalui bagian ini pemeriksaan 

diterapkan pada putusan nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn dan peraturan 

perundang-undangan yang relevan digunakan. Contohnya ialah Undang-

 
39 Nitaria Angkasa et al., “Metode Penelitian Hukum: Sebagai Suatu Pengantar,” Lex Privatum, 

2019. 
40 Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari 

Metode Meneliti Hukum,” Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No. (2014), 

file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/283-Article Text-1238-2-10-20151116 (1).pdf. 
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Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta literatur hukum yang 

erat kaitannya dengan keabsahan pihak dalam pengajuan pembatalan 

perkawinan dan teori keadilan Jhon Rawls.  

b. Klasifikasi Bahan Hukum 

      Setelah bahan hukum diperiksa, langkah berikutnya adalah 

mengelompokkan bahan hukum berdasarkan jenis dan sifatnya. Penelitian 

ini mengelompokkan bahan hukum berdasarkan primer, sekunder dan 

tersier. Bahan hukum primer terdiri dari Putusan Nomor 

617/Pdt.G/2025/PA.Mdn, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. 

Kemudian bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum dalam hal 

ini mengenai hukum perdata, hukum acara perdata, metode penelitian 

hukum normatif dan teori keadilan Jhon Rawls. Selanjutnya bahan hukum 

tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

c. Verifikasi Bahan Hukum 

Verifikasi dilakukan untuk menguji keabsahan dan keandalan bahan 

hukum. Tahapan ini mencakup penelusuran sumber bahan hukum, 

konsistensi dengan norma hukum yang berlaku, serta korelasi antara bahan 

hukum dengan realitas hukum yang terjadi. Verifikasi ini penting untuk 

menjamin bahwa bahan hukum yang digunakan benar dan layak dianalisis. 

Verifikasi bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu pada 

putusan nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn khususnya mengenai kesesuaian 
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pertimbangan hakim tentang keabsahan pihak dalam pengajuan 

pembatalan perkawinan yang dinyatakan niet ontvankelijke verklaard 

dengan hukum positif yang berlaku.  

d. Analisis Bahan Hukum 

Analisis dilakukan secara preskriptif dengan metode interpretasi 

secara deduktif induktif dan membandingkan pandangan para ahli. 

Analisis ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara norma hukum 

dengan permasalahan konkret yang diteliti, serta bagaimana hukum 

memberikan solusi yang adil dan berkemaslahatan. Analisis yang 

dilakukan dalam penelitian ini dengan mengkaji keabsahan pihak dalam 

pengajuan pembatalan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta 

menganalisis implikasi putusan niet ontvankelijke verklaard dalam 

putusan nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn menggunakan prinsip keadilan 

Jhon Rawls.  

e. Pembuatan Kesimpulan  

Kesimpulan disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan 

masalah, serta menggambarkan keterkaitan antara teori, norma hukum, 

dan fakta yang ditemukan.41 Pembuatan kesimpulan dalam penelitian ini 

melalui benang merah hasil pembahasan keabsahan pihak pengajuan 

pembatalan perkawinan dan akibat hukum niet ontvankelijke verklaard 

 
41 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif, Cetakan Pertama 

(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2023). 
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dalam putusan nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn perspektif keadilan Jhon 

Rawls.   

H. Penelitian Terdahulu  

       Sebelum dilakukannya penelitian oleh Peneliti, terdapat beberapa kemiripan 

atau kesamaan dengan penelitian lain yang telah diteliti sebelumnya, namun dengan 

penelitian lain terdapat beberapa perbedaan. Berikut ini adalah penelitian-penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian saat ini, yaitu: 

1. Skripsi oleh Vicky Dede Aridha42 yang berjudul “Analisis Terhadap Gugatan 

Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Perkara Gugatan Cerai 

di Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2020.” Jenis penelitian yang 

digunakan adalah yuridis normatif. Persamaan dengan penelitian yang 

dilakukan saat ini ialah serupa dalam hal penelitian hukum normatif dan serupa 

membahas putusan niet ontvankelijke verklaard (NO) sebagai objek utama 

analisis dalam lingkup Peradilan Agama. Sementara perbedaan berada pada 

konteks perkara gugat cerai dengan berdasarkan cacat formil yaitu tidak 

sesuainya identitas dan alamat Tergugat. Adapun penelitian yang dilakukan 

saat ini membahas putusan NO berkaitan pada perkara pembatalan perkawinan 

yang didasarkan pada pertimbangan hakim salah satunya gugatan yang 

kekurangan pihak. Selanjutnya, dalam penelitian terdahulu tidak menggunakan 

kacamat keadilan Jhon Rawls sebagai pisau analisis, sementara penelitian yang 

dilakukan saat ini menggunakan perspektif keadilan Jhon Rawls sebagai pisau 

 
42 Vicky Dede Aridha, “Analisis Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke 

Verklaard) Perkara Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2020” (2022). 
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dalam menganalisis akibat hukum dari adanya putusan NO terhadap pihak 

yang berkepentingan.  

2. Skripsi oleh Abdulloh Mahrus Zain43 yang berjudul “Putusan Tidak Diterima 

(Niet Ontvankelijke Verklaard) Terhadap Perkara Permohonan Pembatalan 

Perkawinan Kedua di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Atas 

Putusan Nomor 3666/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg.” Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian hukum normatif. Persamaan penelitian dalam hal 

ini ialah serupa membahas putusan NO dalam konteks pembatalan perkawinan 

lingkup Peradilan Agama, serta serupa membahas permasalahan cacat formil 

sebagai dasar ditentukannya putusan NO yang mana dalam hal ini perkawinan 

tersebut tetap memiliki kekuatan hukum. Adapun perbedaan berada pada 

alasan ditentukannya cacat formil dengan penelitian yang dilakukan saat ini, 

penelitian terdahulu didasarkan pada ketidakabsahan surat kuasa, sedangkan 

penelitian ini didasarkan pada kurangnya pihak dan gugatan yang telah 

kadaluarsa. Tak hanya itu, penelitian terdahulu tidak menggunakan perspektif 

keadilan Jhon Rawls sebagai pisau analisis dalam menilai akibat hukum dari 

putusan NO tersebut.  

3. Skripsi oleh Djiean Cakra Pamungkas44 yang berjudul “Analisis Yuridis 

Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan 

 
43 Abdulloh Mahrus Zain, “Putusan Tidak Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Terhadap 

Perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan Kedua di Pengadilan Agama Kabupaten Malang 

(Studi Atas Putusan Nomor 3666/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg” (2011)" (Undergraduate thesis, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), http://etheses.uin-

malang.ac.id/1754/   
44 Djiean Cakra Pamungkas, “Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya 

Persyaratan Perkawinan (Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor 2004/PDT.G/2017/PA.Smg),” 

(Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), 

https://repository.unissula.ac.id/ReaDmkspiIkL-xLsjKqQ-1SOKokhEwJ-
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(Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor 2004/PDT.G/2017/PA.Smg).” 

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Persamaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian saat ini ialah substansi permasalahan yang dibahas 

berdasarkan pembatalan perkawinan dengan adanya indikasi poligami tanpa 

izin dan pemalsuan identitas sebagai bentuk i’tikad tidak baik, serta dasar 

hukum yang digunakan serupa merujuk pada Undang-Undang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam. Adapun perbedaan terletak pada hasil akhir putusan, 

dalam hal ini penelitian terdahulu dikabulkannya gugatan, sedangkan 

penelitian saat ini adalah gugatan tidak diterima. Kemudian, Penggugat dalam 

penelitian terdahulu adalah istri sah, sedangkan penelitian saat ini adalah anak 

kandung dari perkawinan pertama.  

4. Jurnal oleh Fitri Hanum Rambe, dkk45 yang berjudul “Gugatan Pembatalan 

Perkawinan Yang Dinyatakan Tidak Diterima Akibat Penetapan Itsbat Nikah 

Antara Suami Dengan Istri Kedua Ditinjau Dari UU Perkawinan dan Hukum 

Acara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 343/Pdt.G/2023/PTA.Sby).” Jenis 

penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Persamaannya terletak pada 

jenis penelitian yang serupa penelitian hukum normatif dan sama-sama 

membahas gugatan pembatalan perkawinan yang dinyatakan tidak dapat 

diterima setelah suami meninggal dunia. Adapun perbedaannya ialah terletak 

 
18jKLbMhJkgkGhjLBNhfj-18jKLbMhJkgkGhjLBNhfj-18jKLbMhJkgkGhjLBNhfj-

18jKLbMhJkgkGhjLBNhfj-758gjknfddHKFSklhgdngf-JSKAFr167smkspiIkL-xLsjKqQ-

1SOKokhEwJ-18jKLbMhJkgkGhjLBNhfj-758gjknfddHKFSklhgdngf-

JSKAFr167s.html?id=https%3A%2F%2Frepository.unissula.ac.id%2F33619%2F1%2FIlmu%252

0Hukum_30301900110_fullpdf.pdf   
45 Fitri Hanum Rambe, Djanuardi, and Linda Rachmainy, “Gugatan Pembatalan Perkawinan yang 

Dinyatakan Tidak Diterima Akibat Penetapan Itsbat Nikah Antara Suami Dengan Istri Kedua 

Ditinjau Dari UU Perkawinan dan Hukum Acara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 

343/Pdt.G/2023/PTA.Sby)” 2, no. 3 (2024): 558–68. 
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pada alasan dijatuhkannya putusan tersebut. Penelitian terdahulu dinyatakan 

tidak dapat diterima karena perkawinan telah putus akibat kematian, sedangkan 

penelitian saat ini didasarkan pada salah satu pertimbangan yaitu kurangnya 

pihak yang mengajukan gugatan. Tak hanya itu, penelitian terdahulu tidak 

menggunakan perspektif keadilan Jhon Rawls sebagai pisau analisis dalam 

menilai akibat hukum dari putusan NO tersebut.  

5. Jurnal Ilmiah oleh Muhammad Romadhan dkk46 yang berjudul “Tinjauan 

Yuridis Pembatalan Perkawinan Terhadap Permohonan di Pengadilan Agama 

Tanjungkarang (Studi Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk).” Jenis 

penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Persamaanya ialah 

kesamaan objek gugatan pembatalan perkawinan lingkup Peradilan Agama 

berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan KHI, serta serupa membahas 

akibat hukum yang timbul dari putusan yang dihasilkan. Perbedaanya terletak 

pada jenis penelitian yang digunakan yaitu normatif empiris, sedangkan 

penelitian saat ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian 

terdahulu tidak menggunakan perspektif keadilan Jhon Rawls sebagai pisau 

analisis dalam menilai akibat hukum dari putusan NO tersebut. 

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

No. Judul Persamaan Perbedaan 

1. Analisis Terhadap 

Gugatan Tidak 

Dapat Diterima 

(Niet Ontvankelijke 

Verklaard) Perkara 

Serupa dalam hal 

penelitian hukum 

normatif dan serupa 

membahas putusan 

niet ontvankelijke 

Fokus utama Peneliti 

dalam penelitian 

yang dilakukan 

adalah pada 

keabsahan pihak 

 
46 Muhammad Romadhan, Rissa Afni Martinouva, and Chandra Muliawan, “Tinjauan Yuridis 

Pembatalan Perkawinan Terhadap Permohonan di Pengadilan Agama Tanjungkarang (Studi Putusan 

Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk),” 2020. 
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Gugatan Cerai di 

Pengadilan Agama 

Sleman Pada 

Tahun 2020 

verklaard (NO) 

sebagai objek utama 

analisis dalam 

lingkup Peradilan 

Agama. 

pengajuan 

pembatalan  

perkawinan dalam 

putusan yang tidak 

diterima serta 

menganalisisnya 

menggunakan kaca 

mata keadilan Jhon 

Rawls.  

2. Putusan Tidak 

Diterima (Niet 

Ontvankelijke 

Verklaard) 

Terhadap Perkara 

Permohonan 

Pembatalan 

Perkawinan Kedua 

di Pengadilan 

Agama Kabupaten 

Malang (Studi Atas 

Putusan Nomor 

3666/Pdt.G/2009/P

A.Kab.Mlg 

Serupa membahas 

putusan NO dalam 

konteks pembatalan 

perkawinan lingkup 

Peradilan Agama, 

serta serupa 

membahas 

permasalahan cacat 

formil sebagai dasar 

ditentukannya 

putusan NO. 

Perbedaan utama 

dalam penelitian 

yang dilakukaan saat 

ini adalah fokus 

permasalahan 

dengan menganalisis 

keabsahan pihak 

pihak pengajuan 

pembatalan 

perkawinan. 

Kemudian menilai 

apakah putusan 

tersebut telah sejalan 

dengan keadilan 

yang digagas oleh 

John Rawls dalam 

hal keabsahan pihak 

pengajuan yang 

mengajukan perkara.  

3. Analisis Yuridis 

Pembatalan 

Perkawinan Akibat 

Tidak 

Terpenuhinya 

Persyaratan 

Perkawinan (Studi 

Kasus Putusan PA 

Semarang Nomor 

2004/PDT.G/2017/

PA.Smg) 

Persamaannya ialah 

substansi 

permasalahan yang 

dibahas berdasarkan 

pembatalan 

perkawinan dengan 

adanya indikasi 

poligami tanpa izin 

dan pemalsuan 

identitas sebagai 

bentuk i’tikad tidak 

baik.  

Perbedaan dengan 

penelitian yang 

dilakukan adalah 

fokus analisis. 

Peneliti 

menggunakan fokus 

analisis keabsahan 

pihak pengajuan 

pembatalan 

perkawinan serta 

menilainya 

menggunakan 

perspektif keadilan 

John Rawls. 

4. Gugatan 

Pembatalan 

Perkawinan Yang 

Dinyatakan Tidak 

Persamaannya ialah 

jenis penelitian yang 

serupa penelitian 

hukum normatif dan 

Perbedaannya ialah 

terletak pada alasan 

dijatuhkannya 

putusan tersebut. 
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Diterima Akibat 

Penetapan Itsbat 

Nikah Antara 

Suami Dengan Istri 

Kedua Ditinjau 

Dari UU 

Perkawinan dan 

Hukum Acara 

Perdata (Studi 

Kasus Putusan 

Nomor 

343/Pdt.G/2023/PT

A.Sby) 

sama-sama 

membahas gugatan 

pembatalan 

perkawinan yang 

dinyatakan tidak 

dapat diterima 

setelah suami 

meninggal dunia.  

Penelitian terdahulu 

dinyatakan tidak 

dapat diterima 

karena perkawinan 

telah putus akibat 

kematian, sedangkan 

penelitian saat ini 

didasarkan pada 

salah satu 

pertimbangan yaitu 

kurangnya pihak 

yang mengajukan 

gugatan. 

5.  Tinjauan Yuridis 

Pembatalan 

Perkawinan 

Terhadap 

Permohonan di 

Pengadilan Agama 

Tanjungkarang 

(Studi Putusan 

Nomor 

0174/Pdt.G/2020/P

A.Tnk) 

Kesamaan objek 

gugatan pembatalan 

perkawinan dalam 

lingkup Peradilan 

Agama berdasarkan 

Undang-Undang 

Perkawinan dan 

KHI. 

Jenis penelitian yang 

digunakan yaitu 

normatif empiris, 

sedangkan penelitian 

saat ini penelitian 

hukum normatif. 

Penelitian terdahulu 

tidak menggunakan 

perspektif keadilan 

Jhon Rawls sebagai 

pisau analisis dalam 

menilai akibat 

hukum dari putusan 

NO tersebut. 

 

I. Sistematika Penulisan 

       Sistematika penulisan skripsi dibuat agar pembaca mudah memahami, maka 

dalam hal ini menggunakan sistematika penulisan guna mendapat tulisan yang 

terstruktur dan teratur. Skripsi ini terdiri dari empat bab, yaitu:  

       Bab I Pendahuluan, dalam bab pendahuluan terdapat beberapa sub bab yang 

ada di dalamnya. Pertama, latar belakang menguraikan permasalahan yang akan 

dibahas dan diteliti mengenai keabsahan pihak pengajuan pembatalan perkawinan 

pada putusan nomor 671/Pdt.G/2025/PA.Mdn Pengadilan Agama Medan. Kedua, 
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batasan masalah yang berisi fokus pembahasan dalam penelitian guna pembahasan 

tidak meluas, sehingga memudahkan pembaca memahami aspek batasan yang akan 

dibahas dalam skripsi. Ketiga, rumusan masalah berisikan pertanyaan singkat yang 

menelaah topik pembahasan dan permasalahan yang akan dijawab di bagian 

pembahasan. Keempat, tujuan penelitian berkaitan langsung dengan rumusan 

masalah dan jawaban dari peneliti untuk menjawab berdasarkan rumusan masalah 

yang ada. Salah satu tujuan yang didapatkan adalah mengetahui keabsahan pihak 

pengajuan pembatalan perkawinan pada putusan nomor 671/Pdt.G/2025/PA.Mdn 

di Pengadilan Agama Medan perspektif keadilan John Rawls. Kelima, manfaat 

penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Keenam, defenisi 

konseptual berisikan penjelasan makna berdasarkan indikator yang akan dibahas 

pada objek penelitian. Ketujuh, metode penelitian berisikan beberapa sub bab, yaitu 

jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan bahan 

hukum dan metode pengolahan bahan hukum. Kedelapan, penelitian terdahulu 

berisikan dasar sumber penelitian yang telah dibahas sebelumnya dan menjadi 

rujukan dalam penelitian. Kesembilan, sistematika penulisan berisikan urutan 

pembahasan skripsi secara teratur dan terstruktur untuk memastikan tulisan yang 

mudah dipahami. 

       Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisikan konsep yang digunakan 

sebagai landasan secara teoritis atau pisau analisis guna menjadi pendukung 

penelitian terhadap permasalahan yang diteliti.  

       Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab hasil penelitian dan 

pembahasan berisikan bagian inti dari penelitian.  
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       Bab IV Penutup, dalam bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan dalam hal ini berisikan inti rangkuman dari pembahasan secara 

keseluruhan dan analisis yang telah dilakukan dari awal hingga akhir penelitian. 

Adapun saran berisikan poin-poin rekomendasi atau pendapat Peneliti sebagai 

panduan atau rujukan bagi Peneliti selanjutnya dalam meneliti dan sebagai bahan 

masukan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Pembatalan Perkawinan 

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan 

Ketentuan mengenai perkawinan yang mengacu pada Undang-Undang 

Perkawinan didasarkan pada ajaran agama. Perkawinan dikatakan sah atau tidaknya 

ditentukan oleh hukum agama masing-masing pihak yang melangsungkannya. Jika 

perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat ketentuan hukum yang berlaku, maka 

perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan dalam hal ini ialah 

perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah dan dianggap seolah-olah tidak pernah 

terjadi secara hukum.47 

Merujuk sebuah tulisan yang menjelaskan bahwa istilah “batalnya 

perkawinan” sebenarnya kurang tepat. Namun, istilah yang lebih sesuai adalah 

“dibatalkannya perkawinan”, karena suatu perkawinan dapat dinyatakan tidak sah 

setelah diajukan dan diputus oleh hakim apabila terbukti tidak memenuhi syarat 

yang ditentukan. Sehingga, perkawinan tersebut bukan bersifat nietig (batal demi 

hukum), melainkan vernietigbaar (dapat dibatalkan). 48 

Jika merujuk berdasarkan kamus hukum, istilah pembatalan perkawinan ialah 

tindakan untuk menyatakan tidak sahnya suatu perkawinan karena tidak memenuhi 

 
47 Nanda Lia Roiya Maula, “Pembatalan Perkawinan Sebab Tidak Membayar Jujuran Perspektif 

Maslahah Najmuddin At Thufi (Studi Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Negr)” (2025). 
48 Anam, “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami dalam Perkawinan 

Poligami (Studi Kasus Pada Desa Wanglu Kecamatan Krucuk Kabupaten Klaten).” 
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ketentuan hukum yang berlaku, sehingga perkawinan tersebut tidak menimbulkan 

akibat hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Mengutip sebuah 

tulisan terdapat pendapat Riduan Syahrani mengenai pengertian pembatalan 

perkawinan. Ia menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan ialah apabila suatu 

perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan 

perkawinan.49 Sehingga berdasarkan penjelasan mengenai pengertian pembatalan 

perkawinan tersebut dapat diketahui, yaitu:  

a. Perkawinan dapat dibatalkan apabila saat berlangsungnya perkawinan 

tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku.  

b. Proses pembatalan perkawinan dapat dinyatakan tidak sah jika telah 

diputus oleh hakim yang mana dalam hal ini terbukti tidak memenuhi 

syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan.  

c. Pembatalan perkawinan dalam hal ini bermakna perkawinan tersebut 

dinyatakan tidak sah dan dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi secara 

hukum.  

Sedangkan pembatalan perkawinan dalam fiqh dikenal dengan istilah fasakh. 

Istilah fasakh memiliki arti pembatalan atau pemutusan hubungan perkawinan 

karena adanya cacat atau alasan tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak sah 

atau tidak dapat dilanjutkan. Ketentuan tersebut berbeda dengan talak, yaitu 

perceraian yang dilakukan secara sah dan diakui dalam hukum Islam. Fasakh dapat 

dimaknai sebagai putus atau batalnya perkawinan. Dalam fiqh, suatu perkawinan 

 
49 Rusli, “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan.” 
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dinyatakan batal apabila tidak memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan 

atau melanggar ketentuan yang telah diharamkan dalam agama.50 Hukum Islam 

sendiri juga menjelaskan mengenai alasan pembatalan perkawinan, yaitu: pertama, 

adanya sesuatu yang menyebabkan batalnya akad nikah. Selanjutnya, yang kedua 

ialah: ditemukannya hal baru yang dialami setelah akad nikah terjadi dan hubungan 

perkawinan telah berlangsung.51 

2. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Positif 

Perkawinan di Indonesia mengikuti ketentuan yang ada dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui Undang-Undang Perkawinan 

ketentuan mengenai pembatalan perkawinan dapat dilihat dalam beberapa pasal. 

Pasal yang menjelaskan mengenai pembatalan perkawinan terdapat pada Bab IV 

mengenai batalnya perkawinan. Berikut merupakan pasal-pasal yang mengatur 

pembatalan perkawinan.52  

a. Perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat 

yang ditetapkan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana termaktub 

pada Pasal 22. 

b. Pasal 23 telah mengatur para pihak yang berhak mengajukan pembatalan 

perkawinan meliputi keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari 

suami atau istri, seperti orang tua, serta suami atau istri itu sendiri. Tak 

hanya itu, pejabat yang berwenang juga memiliki hak untuk mengajukan 

 
50 Maula, “Pembatalan Perkawinan Sebab Tidak Membayar Jujuran Perspektif Maslahah 

Najmuddin At Thufi (Studi Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Negr).” 
51 Masnaeni Masnaeni, Marzuki, and Muhammad Syarief Hidayatullah, “Pembatalan Perkawinan 

Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” 0 (2023): 191–95. 
52 Pasal 22-28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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pembatalan perkawinan selama perkawinan tersebut belum diputus. 

Adapun pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) 

Undang-Undang Perkawinan, dan setiap orang yang memiliki kepentingan 

hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut juga berhak 

mengajukan pembatalan, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut putus.  

c. Ketentuan Pasal 24 menjelaskan seseorang yang masih terikat dalam suatu 

perkawinan dengan salah satu pihak berhak mengajukan pembatalan 

terhadap perkawinan yang baru dilakukan oleh pasangannya, dengan tetap 

mengaju pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang 

Perkawinan.  

d. Pasal 25 menjelaskan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dapat 

diajukan kepada Pengadilan yang berwenang di wilayah hukum tempat 

perkawinan dilaksanakan atau di tempat tinggal suami dan istri, maupun 

salah satu diantara keduanya.  

e. Pasal 26 berisikan 2 (dua) ayat yang menjelaskan ketentuan perkawinan 

yang dapat dibatalkan oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas 

dari suami atau istri, jaksa, maupun suami atau istri sendiri. Adapun 

kriterianya yaitu, perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai 

pencatat perkawinan yang tidak berwenang, menggunakan wali nikah 

yang tidak sah, atau tanpa dihadiri dua orang saksi. Namun, hak suami atau 

istri untuk mengajukan pembatalan berdasarkan alasan tersebut gugur 

apabila keduanya telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat 

menunjukkan akta perkawinan yang dibuat oleh pegawai pencatat 
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perkawinan, meskipun tidak berwenang. Dalam hal ini, perkawinan 

tersebut harus diperbarui agar sah menurut hukum negara.  

f. Pasal 27 menyatakan bahwa suami atau istri dapat mengajukan pembatalan 

perkawinan apabila perkawinan tersebut dilangsungkan di bawah ancaman 

yang melanggar hukum atau terjadi kesalahan sangka mengenai identitas 

pasangan pada saat dilangsungkannya perkawinan. Akan tetapi, apabila 

ancaman tersebut telah berakhir atau pihak yang mengalami kesalahan 

sangka telah menyadari keadaan yang sebenarnya, lalu tetap memilih 

hidup bersama sebagai pasangan suami istri selama enam 6 (enam) bulan 

tanpa mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, maka hak 

tersebut gugur untuk mengajukan pembatalan perkawinan.  

g. Pasal 28 menjelaskan bahwa batalnya suatu perkawinan dapat berlaku 

setelah dikeluarkannya putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap dan dianggap berlaku sejak perkawinan tersebut 

dilaksanakan. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak berlaku surut terhadap 

anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dilangsungkan, suami istri 

yang memiliki itikad baik kecuali mengenai harta bersama apabila 

pembatalan didasarkan pada adanya perkawinan lain yang lebih dahulu, 

serta pihak ketiga yang memperoleh hak dengan itikad baik sebelum 

putusan pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.  

Selain itu, ketentuan mengenai pembatalan perkawinan juga terdapat dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan tersebut menjelaskan 
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mengenai pembatalan perkawinan pada Bab VI yakni Pasal 37-38. Berikut 

merupakan penjelasan mengenai pembatalan perkawinan yang terdapat dalam 

Peraturan Pemerintah tersebut. 53 

a. Pasal 37 menjelaskan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat 

ditetapkan melalui putusan pengadilan, dalam hal ini yang telah 

berkekuatan hukum tetap.  

b. Pasal 38 berisikan mengenai teknis pelaksanaan permohonan pembatalan 

perkawinan kepada pengadilan yang berwenang.  

Penjelasan mengenai pembatalan perkawinan tidak hanya terdapat dalam 

undang-undang dan peraturan, namun juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam 

Bab XI tentang batalnya perkawinan. Berikut merupakan beberapa pasal yang 

menjelaskan pembatalan perkawinan.54 

a. Pasal 70 menjelaskan perkawinan dinyatakan batal apabila memenuhi 

salah satu dari keadaan berikut. Pertama, suami melangsungkan 

perkawinan padahal ia tidak berhak menikah kembali karena telah 

memiliki empat orang istri, meskipun salah satunya masih berada dalam 

masa iddah talak raj’i. Kedua, seseorang yang menikahi kembali mantan 

istrinya yang telah dili’an. Ketiga, seseorang menikahi kembali mantan 

istrinya yang telah dijatuhi talak tiga, kecuali apabila mantan istrinya 

tersebut telah menikah dengan laki-laki lain, telah terjadi hubungan suami 

istri (ba’da dukhul), kemudian bercerai, dan telah selesai masa iddahnya. 

 
53 Pasal 37-38 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
54 Pasal 70-76 Kompilasi Hukum Islam. 
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Keempat, perkawinan dilakukan antara dua orang yang memiliki 

hubungan darah, hubungan semenda, atau hubungan sesusuan sampai 

derajat tertentu yang dilarang menurut Pasal 8 Undang-Undang 

Perkawinan.  

b. Pasal 71 menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila suami 

melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama, perempuan yang 

dinikahi masih berstatus sebagai isri pria lain yang mafqud. Perempuan 

tersebut masih dalam masa iddah dari suami lain, perkawinan yang 

melanggar batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau 

dengan wali yang tidak sah dan perkawinan yang dilaksanakan karena 

paksaan.  

c. Pasal 72 menjelaskan suami atau istri dapat mengajukan pembatalan 

perkawinan jika perkawinan tersebut terjadi karena ancaman yang 

melanggar hukum, penipuan, atau kesalahan sangka terhadap pasangan. 

Namun, jika ancaman telah berakhir atau keadaan yang sebenarnya telah 

diketahui, kemuan suami istri tersebut tetap memilih hidup bersama 

sebagai pasangan selama enam bulan tanpa mengajukan pembatalan, maka 

hak tersebut sejatinya gugur.  

d. Pasal 73 menjelaskan permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan 

oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas maupun ke bawah dari 

suami atau istri, suami atau istri itu sendiri, pejabat yang berwenang 

mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang, serta pihak-
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pihak berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan 

syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-

undangan.  

e. Pasal 74 menjelaskan permohonan pembatalan perkawinan diajukan 

kepada Pengadilan Agama yang berwenang di wilayah tempat tinggal 

suami atau istri dan bisa juga di tempat perkawinan dilangsungkan. 

Pembatalan perkawinan berlaku setelah dikeluarkannya putusan 

Pengadilan Agama yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dianggap 

berlaku sejak tanggal perkawinan tersebut dilangsungkan.  

f. Pasal 75 menegaskan bahwa putusan mengenai pembatalan perkawinan 

tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu 

suami atau istri murtad, anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, 

serta pihak ketiga yang memperoleh hak dengan itikad baik sebelum 

putusan pembatalan memperoleh kekuatan hukum tetap.  

g. Pasal 76 menegaskan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak menghapus 

atau memutus hubungan hukum antara anak dan orang tuanya.  

3. Prosedur Pembatalan Perkawinan  

Pelaksanaan permohonan pembatalan perkawinan sama halnya dengan 

gugatan perceraian. Prosesnya dimulai ketika suami atau istri mengajukan surat 

permohonan pembatalan kepada pengadilan di wilayah tempat perkawinan 
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dilangsungkan atau di tempat tinggal mereka. Selanjutnya, pengadilan memeriksa 

berkas permohonan dan berupaya mendamaikan kedua belah pihak.55 

Pihak yang berselisih kemudian dipanggil untuk menghadiri sidang, dan 

apabila tidak ditemukan, panggilan disampaikan melalui lurah. Pemeriksaan 

perkara dilakukan paling lambat tiga puluh hari setelah berkas diterima. Setelah 

proses mediasi dan pemeriksaan selesai, pengadilan menetapkan putusan 

pembatalan perkawinan, kemudian panitera mengirimkan salinan putusan tersebut 

kepada pegawai pencatat perkawinan serta kepada pihak yang mengajukan 

permohonan.56 Sehingga, dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan 

perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Kendati 

demikian, perkawinan tersebut tidak menghilangkan akibat hukum dalam 

perkawinan yang telah dilaksanakan.  

B. Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard  

1. Pengertian Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard  

Gugatan atau permohonan harus disusun secara benar dengan berdasarkan pada 

hubungan hukum yang jelas dan valid. Pemenuhan syarat-syarat tersebut bersifat 

mutlak, karena apabila gugatan mengandung cacat formil, maka majelis hakim 

dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. 

Sebelum jauh melangkah pada pengertian putusan niet ontvankelijke verklaard 

(NO), perlu diketahui bersama bahwa putusan NO merupakan salah satu keputusan 

yang dikeluarkan oleh hakim pengadilan. Putusan hakim merupakan pernyataan 

 
55 Mutia Sulfianti, “Tinjauan Administrasi Negara Terhadap Pembatalan Perkawinan dan Akibat 

Hukumnya (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar)” (2017). 
56 Rohmadi, Prosedur dan Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Ketentuan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, 2023, 39-42. 
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yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat yang berwenang dalam persidangan 

untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara antara para pihak.  

Putusan tersebut senyatanya harus dibacakan dalam sidang terbuka untuk 

umum dan isi yang diucapkan harus sesuai dengan putusan tertulis yang memiliki 

kedudukan sebagai akta autentik.57 Adapun putusan NO merupakan putusan yang 

menyatakan bahwa gugatan atau tuntutan tidak dapat diterima karena mengandung 

cacat formil. Akibatnya, perkara tersebut tidak diperiksa lebih lanjut oleh hakim 

sehingga tidak ada pokok perkara yang diputus maupun objek yang dieksekusi.58  

Putusan NO ialah putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat 

diterima karena mengandung cacat formil. Cacat formil yang dimaksud ialah dapat 

berupa surat kuasa yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, gugatan 

tanpa dasar hukum, kesalahan pihak (error in persona), gugatan yang tidak jelas 

(obscuur libel), atau diajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang. Dalam hal 

demikian, hakim harus secara tegas mencantumkan melalui amar putusan bahwa 

gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (NO).59 

Kemudian menurut Darwin Prinst dalam sebuah tulisan menjelaskan bahwa 

putusan NO adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak 

dapat diterima. Putusan tersebut dapat dijatuhkan apabila gugatan tidak memiliki 

dasar hukum, tidak memenuhi persyaratan, bertentangan dengan kesusilaan atau 

ketertiban umum, mengandung kesalahan pihak, bersifat kabur, serta tidak jelas 

 
57 Hendri Jayadi, Hukum Acara Perdata (Jakarta, 2022). 
58 Ida Ayu Et Al., “Gugatan Tidak Dapat Diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard )” 1, no. 2 (2020): 

305–9. 
59 Nugraha, “Arti Putusan NO dan Bedanya dengan Obscuur Libel.” 
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objek maupun subjek gugatannya. Dalam hal ini putusan yang diteliti dinyatakan 

tidak diterima (NO).  

Melalui penelitian yang dilakukan saat ini pada putusan nomor 

617/Pdt.G/2025/PA.Mdn dinyatakan tidak dapat diterima (NO), salah satu 

pertimbangan hukum yang menyebabkan perkara tersebut tidak diterima adalah 

kurangnya pihak penggugat, sehingga menyebabkan gugatan tersebut cacat formil. 

Penilaian mengenai suatu gugatan jika mengandung unsur plurium litis consortium 

(kurang pihak) pada dasarnya adalah kewenangan hakim. Namun, hingga saat ini 

belum terdapat batasan yang jelas mengenai unsur-unsur yang menentukan adanya 

plurium litis consortium (kurang pihak).60  

2. Akibat Hukum Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard  

Akibat hukum yang timbul pada perkara niet ontvankelijke verklaard (NO) 

adalah gugatan atau permohonan dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis 

hakim pengadilan. Salah satu dampak tidak diterimanya gugatan atau permohonan 

ialah karena ditemukannya kekurangan atau cacat dalam penyusunan surat gugatan 

atau permohonan. Sehingga, hakim dalam hal ini tidak mempertimbangkan maupun 

memeriksa pokok perkara yang diajukan.  

Makna dari putusan tersebut menjelaskan bahwa ketepatan dalam penyusunan 

surat gugatan atau permohonan, baik dari segi prosedur maupun perumusannya 

sangatlah penting agar dapat terpenuhinya syarat formil dan materil yang telah 

ditentukan oleh hukum acara perdata. Jika syarat-syarat yang ditentukan tidak 

 
60 Suheflihusnaini Ashady and Aryadi Almau Dudy, “Prinsip Plurium Litis Consortium : Bagaimana 

Parameternya dalam Gugatan Wanprestasi (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 117 

/ Pdt . G / 2024 / PN Sel.) The Principle Of Plurium Litis Consortium : How The Parameters Work 

In Wanprestasi Suits ( Analysis Of” 10, no. 1 (2025). 
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terpenuhi, maka hakim dapat menyatakan gugatan atau permohonan  tidak dapat 

diterima.  

Namun, di lain sisi dapat dilihat melalui putusan nomor 

617/Pdt.G/2025/PA.Mdn dalam pertimbangan hukum yang menyatakan putusan 

NO pada perkara tersebut. Alasan pertimbangan hakim menjatuhkan putusan No. 

Pertama, gugatan dinyatakan kadaluarsa, dimana perkawinan dilaksanakan pada 22 

Januari 2010 dan pembatalan perkawinan baru diajukan pada tahun 2025. Kedua, 

unsur i’tikad tidak baik tidak dapat dibuktikan karena Tergugat II yang merupakan 

KUA Kabupaten Deli Serdang tidak hadir di persidangan. Ketiga, gugatan 

dinyatakan kurang pihak yang menyebabkan cacat formil, karena tidak 

mencantumkan saudara seayah Penggugat sebagai pihak dalam pengajuan gugatan.  

 Hakim dalam memutus perkara tentunya melalui pertimbangan hukum, 

menggunakan dasar hukum yang dapat diterima oleh seluruh pihak untuk 

menyelesaikan perkara.61 Jika merujuk pada putusan nomor 

617/Pdt.G/2025/PA.Mdn, dasar hukum yang digunakan hakim adalah Undang-

Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung 

(SEMA) Nomor 2 Tahun 2024, perubahan terhadap SEMA Nomor 2 Tahun 2019. 

Meskipun demikian, putusan yang dinyatakan NO belum bersifat final karena 

Penggugat memiliki kesempatan untuk memperbaiki gugatan atau permohonan.62 

Selain itu, pada putusan nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn yang diteliti saat ini 

 
61 Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di 

Pengadilan,” Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, 2017. 
62 Hayatur Rahmi, “Tinjauan Terhadap Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O) Dalam Sengketa 

Kepemilikan Hak Atas Tanah (Analisis Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn)” (2022). 
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Penggugat dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000,00 (Tiga ratus 

tujuh puluh enam ribu).  

3. Upaya Hukum Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard  

Upaya hukum merupakan sarana yang diberikan oleh undang-undang kepada 

para pihak yang berperkara di pengadilan untuk mengajukan keberatan atau 

perlawanan terhadap putusan hakim. Dalam hal putusan yang dinyatakan tidak 

dapat diterima (NO), pada dasarnya putusan tersebut tidak didasarkan pada 

pemeriksaan pokok perkara, melainkan karena adanya cacat formil yang ditemukan 

dalam surat gugatau atau permohonan yang diajukan. Sehingga, putusan yang 

dinyatakan NO bersifat negatif dan tidak menimbulkan akibat nebis in idem. 

Akibatnya ialah perkara yang serupa masih dapat dimungkinkan untuk diajukan 

kembali. Pihak yang mengajukan perkara dalam hal putusan yang dinyatakan tidak 

diterima, memiliki dua pilihan upaya hukum, yaitu: 

a. Mengajukan kembali gugatan baru setelah memperbaiki kekurangan atau 

cacat yang terdapat dalam gugatau atau permohonan sebelumnya.  

b. Menempuh upaya hukum banding sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku.  

Menurut Yahya Harahap dalam sebuah tulisan menjelaskan bahwa langkah 

yang paling tepat, jika terdapat putusan yang menyatakan gugatan atau 

permohonan tidak diterima adalah dengan memperbaiki atau menyempurnakan 

gugatan yang akan diajukan kembali.63 Setelah perbaikan tersebut dilakukan, 

 
63 Raynaldo Handojo Putra and Mia Hadiati, “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dan Akibat 

Hukum dalam Menolak Gugatan Cerai yang Tidak Dapat Diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard 

) di Pengadilan Dilihat dari Perspektif Hukum Acara Perdata” 6, no. 2 (2023): 4843–56. 
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Penggugat atau Pemohon dapat mengajukan kembali gugatan atau permohonan 

sebagai perkara baru. Langkah ini dinilai lebih efektif dan efisien jika 

dibandingkan dengan menempuh upaya hukum banding atau kasasi, karena apabila 

putusan tersebut tetap dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah 

Agung, maka proses penyelesaian perkara justru akan menjadi lebih lama.64 

C. Teori Keadilan John Rawls 

1. Biografi Jhon Rawls  

John Rawls memiliki nama lengkap John Borden Rawls yang lahir di Baltimore, 

Amerika Serikat pada 21 Februari 1921. John Rawls lahir dari pasangan suami istri 

yang bernama William Lee Rawls dan Anna Abel Stump. Pada usia remaja, Ia 

pernah bersekolah di Baltimore hanya beberapa saat dan kemudian pindah di 

sekolah keagamaan Connecticut. Banyak filsuf dari belahan dunia yang 

menyepakati karya-karya ilmiah dan monumental John Rawls di ranah filsafat. 

Ketertarikan filsuf lain dengan karya John Rawls ialah keunikan yang terlihat 

berbeda dari filsuf kontemporer lainnya. Hal tersebut mengakibatkan para ahli dan 

hakim pengadilan di belahan dunia menggunakan gagasan John Rawls sebagai 

panduan atau rujukan.65  

Jhon Rawls hanya sempat mengemban pendidikan dalam waktu singkat di 

sebuah sekolah umum di Baltimore, sementara sebagian besar masa pendidikan 

menegahnya dijalani di Kent School. Kent School merupakan lembaga pendidikan 

swasta di Connecticut yang dikenal memiliki standar mutu dan disiplin yang tinggi. 

 
64 Rahmi, “Tinjauan Terhadap Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O) alam Sengketa 

Kepemilikan Hak Atas Tanah (Analisis Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn).” 
65 Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawl.” 
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Selama berada di Connecticut, Rawls juga mengalami fase religius dalam 

perjalanan hidupnya. Meskipun fase tersebut tidak berlangsung lama dan tidak 

menjadikannya sebagai seorang yang religius dalam pengertian konvensional, 

namun pengalaman tersebut telah memberikannya pengaruh yang cukup besar 

dalam pembentukan pandangan hidupnya. Nilai-nilai religius yang pernah Ia alami 

tetap tertanam dalam dirinya dan membentuk kepekaan religius yang relatif lebih 

kuat dibandingan dengan rekan-rekannya yang sama-sama memiliki pandangan 

liberal. 

Jhon Rawls memiliki seorang kakak dan Ia mengikuti jejak kakaknya berkuliah 

di Princeton University. Ia memiliki ketertarikan yang besar terhadap filsafat dan 

terpilih menjadi anggota The Ivy Club yang merupakan kelompok akademik elit 

yang anggotanya pernah mencakup tokoh-tokoh penting seperti Woodrow Wilson 

dan Bill Ford. Pada tahun 1943, setelah meraih gelar Bachelor of Arts (B.A.), Rawls 

bergabung dengan militer dan bertugas sebagai prajurit infanteri di kawasan pasifik, 

antara lain di Papua Nugini, Filipina dan Jepang selama perang dunia II.66  

Setelah itu, Ia melanjutkan kembali studinya di Princeton University dan 

menulis disertasi doktoral di bidang filsafat moral. Pada tahun 1950 Rawls berhasil 

memperoleh gelar Doctor of Philosophy (Ph.D) dari Princeton University. 

Kemudian, Ia mengajar di Princeton University hingga tahun 1952 sebelum 

melanjutkan studi di Oxford University melalui program Fullbright Fellowship. 

Pada saat keberadaanya di sana, pemikirannya banyak dipengaruhi oleh H.L.A Hart 

 
66 Andra Triyudiana and Neneng Putri Siti Nurhayati, “Penerapan Prinsip Keadilan sebagai Fairness 

Menurut John Rawls di Indonesia sebagai Perwujudan dari Pancasila,” Jurnal Kajian Kontemporer 

Hukum dan Masyarakat, no. 2023 (2024): 1–13, https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx. 
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dan Isaiah Berlin, terlebih mengenai teori kebebasan serta praktik-praktik sosial. 

Setelah Rawls kembali ke Amerika Serikat, Ia kembali mengajar di Cornell 

University dan diangkat sebagai profesor penuh pada tahun 1962. Ia juga sempat 

mengajar di Massachusetts Institute of Technology (MIT) sebelum akhirnya 

menetap sebagai profesor di Harvard University hingga akhir hayatnya.  

Selama masa karirnya, Rawls memegang berbagai posisi penting pada 

pekerjaannya, antara lain jabatan yang pernah ia pegang ialah Presiden American 

Association of Political and Legal Philosophers (1970-1972) dan Presiden Eastern 

Division of the American Philosophical Association (1974). Kemudian Rawls juga 

menjadi anggota berbagai lembaga ilmiah, seperti American Philosophical Society, 

British Academy, dan Norwegian Academy of Science. Lalu sejak tahun 1995, 

Rawls mulai mengurangi aktivitas akademiknya karena saat itu mengalami stroke. 

Ia meninggal dunia pada 24 November 2002 di Lexington akibat gagal jantung, dan 

meninggalkan istrinya Margaret Fox serta empat orang anak dan beberapa cucu.  

2. Pengertian Keadilan sebagai Fairness  

Keadilan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat 

yang bersifat majemuk. Melalui pemikirannya, Jhon Rawls memperkenalkan 

konsep yang kerap dikenal dengan justice as fairness.67 Konsep tersebut memiliki 

makna sebagai gagasan tentang bagaimana masyarakat yang beragam dapat diatur 

secara adil.  Selain itu, Jhon Rawls juga memperkenalkan gagasan yang dikenal 

sebagai veil of ignorence, yaitu suatu kondisi hipotesis di mana setiap individu 

tidak mengetahui posisi sosial, kemampuan pribadi, maupun tingkat 

 
67 Jhon Rawls, A Theory of Justice Teori Keadilan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). 
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keberuntungan yang akan dimilikinya dalam masyarakat. Dengan keadaan 

tersebut, aturan-aturan yang disusun diharapkan lahir secara objektif karena tidak 

dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau keberpihakan terhadap kelompok 

tertentu.68 

Adapun secara khusus, Jhon Rawls menjelaskan  teori keadilan yang 

dipengaruhi oleh pemikiran para filsuf seperti Jhon Locke, Jean Jacques Rousseau, 

dan Immanuel Kant. Melalui gagasan tersebut, Rawls berupaya merumuskan 

konsep keadilan secara lebih umum dengan menempatkan keadilan sebagai justice 

as fairness, yaitu suatu pandangan bahwa setiap individu berhak memperoleh 

kesempatan yang adil untuk menikmati berbagai keuntungan sosial, sekaligus 

membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung agar dapat memperbaiki 

kondisi hidupnya.  

Kemudian agar keadilan tersebut dapat terwujud secara objektif, maka Rawls 

menekankan bahwa keadilan harus dijalankan melalui proses yang adil sehingga 

menghasilkan keputusan yang adil pula. Oleh sebab itu, Rawls merumuskan 

konsep keadilan sebagai justice as fairness, yakni suatu bentuk keadilan yang 

dirancang secara adil dan dapat memberikan perlakuan yang setara serta 

menguntungkan semua pihak dalam masyarakat.  

Selanjutnya, dalam kerangka pemikirannya, Rawls menolak teori 

utilitarianism, yang pada dasarnya menilai suatu tindakan sebagai adil apabila 

manfaatnya didasarkan pada dapat dirasakan oleh sebagian besar orang. Menurut 

 
68 Dio Dera Darmawan, “Teori Keadilan John Rawls dalam Reformasi Penegakan Hukum di 

Indonesia,” 2025, https://dandapala.com/article/detail/teori-keadilan-john-rawls-dalam-reformasi-

penegakan-hukum-di-indonesia. 
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Rawls, pandangan tersebut memiliki potensi untuk menimbulkan ketidakadilan 

karena demi memenuhi kepentingan mayoritas, dan sering sekali dalam hal 

tersebut ada pihak tertentu yang menjadi korban. Oleh karena itu, Rawls 

menegaskan bahwa suatu keadaan tidak dapat disebut adil apabila sebagian orang 

harus menanggung ketidakadilan demi tercapainya keuntungan bagi kelompok 

yang lebih besar.69 

Fairness dalam pandangan Rawls dipahami sebagai kemampuan setiap 

individu atau kelompok untuk bersikap dan bertindak secara wajar sehingga dapat 

diterima serta didukung secara timbal balik oleh pihak lain. Menurutnya, suatu 

kesepakatan dapat dikatakan adil apabila lahir dari persetujuan bersama antara 

pihak-pihak yang bebas dan setara tanpa adanya tekanan maupun paksaan. Sikap 

demikian disebut Rawls sebagai kewarasan publik (reasonableness). Dengan 

demikian, guna mewujudkan masyarakat majemuk yang adil, berbagai kelompok 

dalam masyarakat harus mampu bersikap rasional dan wajar agar dapat 

menyepakati prinsip-prinsip keadilannya yang kemudian menjadi dasar 

terbentuknya kesatuan sosial.70 

Teori keadilan yang dijelaskan oleh Jhon Rawls didasarkan pada beberapa 

unsur utama, yaitu:  

a. Prinsip Rasionalitas  

b. Prinsip Kebebasan  

c. Prinsip Kesederajatan  

 
69 Triyudiana and Nurhayati, “Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di 

Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila.” 
70 Sunaryo, “Konsep Fairness John Rawls , Kritik Dan Relevansinya Criticism and Relevance,” 

Jurnal Konstitusi 19 (2022): 1–22. 
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Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa setiap manusia dipandang 

sebagai makhluk yang bebas dan setara serta memiliki kemampuan rasional untuk 

menilai prinsip-prinsip keadilan yang berlaku secara umum. Masyarakat secara 

keseluruhan pada dasarnya mampu membedakan antara adil atau tidak, meskipun 

setiap individu memiliki pemahaman yang berbeda mengenai konsep keadilan 

tersebut. Sehingga, perhatian Rawls tertuju pada keadilan sosial yang menekankan 

pentingnya kerja sama dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hal 

pembagian hak dan kewajiban secara seimbang agar setiap orang memiliki 

kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat sekaligus menanggung 

tanggung jawab secara proporsional.  

Selanjutnya, untuk mewujudkan distribusi yang adil serta mendorong 

terjalinnya kerja sama sosial, Rawls berpendapat bahwa prinsip-prinsip keadilan 

harus lahir dari kesepakatan yang adil pula. Prinsip tersebut harus dihasilkan 

melalui suatu prosedur yang tidak memihak sehingga dapat diterima oleh semua 

pihak. Rawls memperkenalkan konsep pure procedural justice, yaitu keadilan yang 

ditentukan oleh proses atau prosedur yang adil. Ia menggambarkan konsep tersebut 

sebagai suatu mekanisme yang menekankan pentingnya kesepakatan terhadap 

prosedur yang digunakan, bukan pada kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.71  

Dengan adanya prosedur yang benar dan tidak memihak, maka setiap individu 

memiliki peluang yang sama untuk memperoleh hasil, dan apa pun hasil yang 

diperoleh harus diterima sebagai sesuatu yang adil karena hal tersebut diperoleh 

 
71 Koerniatmanto Soetoprawiro, “Keadilan sebagai Keadilan (Justice as Fairness),” Jurnal Hukum 

Pro Justitia 28 (2010). 
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melalui proses yang adil. Gagasan tersebut merupakan hasil pemikiran Rawls yang 

dikembangkan melalui metode reflective equilibrium, yaitu upaya 

menyeimbangkan prinsip-prinsip moral dan pertimbangan rasional. Melalui 

pendekatan ini, Rawls meyakini bahwa keadilan prosedural murni mampu 

melahirkan prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak. Dengan 

demikian, suatu konsep keadilan tidak diterima semata-mata karena telah ada 

sebelumnya atau berlaku secara otomatis, melainkan karena konsep tersebut selaras 

dengan pemahaman manusia sebagai makhluk yang memiliki kemampuan moral 

untuk membedakan antara yang adil dan tidak adil serta yang baik dan buruk.  

3. Prinsip-Prinsip Keadilan Menurut Jhon Rawls  

Pemikiran Jhon Rawls mengenai kebutuhan pokok meliputi hak dasar, 

kebebasan, kekuasaan, kehormatan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan 

yang dalam struktur masyarakat berfungsi sebagai sarana utama bagi individu untuk 

menentukan dan mewujudkan tujuan hidupnya secara rasional. Prinsip keadilan 

menurut Jhon Rawls terdiri dari dua, yaitu:72 

a. Prinsip Kebebasan yang Setara  

       Prinsip kebebasan yang setara memiliki makna bahwa setiap individu 

berhak memperoleh kebebasan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. 

Pokok penting mengenai kebebasan berkaitan dengan pembatasan oleh 

konsitusi dan hukum. Praktik di lapangan membuktikan, pembatasan 

tersebut dapat mempersempit ruang gerak individu untuk bertindak sesuai 

keinginannya, bahkan dalam beberapa kondisi justru mengabaikan 

 
72 Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawl.” 
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kebebasan dan hak menentukan diri sendiri. Sehingga dampaknya berakibat 

bahwa kebebasan sering kali dipaksa menyesuaikan diri dengan ketentuan 

hukum positif yang berlaku. Adapun kebebasan yang dimaksud meliputi 

hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, seperti hak memilih dan 

mencalonkan diri dalam pemilihan, kebebasan menyampaikan pendapat 

termasuk melalui pers, kebebasan berkeyakinan termasuk dalam hal agama, 

kebebasan untuk mengembangkan diri sebagai pribadi, serta hak untuk 

memiliki dan mempertahankan kepemilikan pribadi.  

 Menurut Rawls, kebebasan-kebebasan dasar tersebut harus dijamin 

dalam konstitusi sebagai hak yang sama bagi seluruh warga negara, namun 

pemahamannya tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena setiap 

kebebasan saling berkaitan dalam suatu sistem yang utuh. Oleh karena itu, 

upaya untuk memperluas suatu kebebasan tertentu tidak dapat dibenarkan 

jika mengganggu atau mengurangi kebebasan dasar lainnya, karena 

kebebasan individu selalu berhubungan dengan kebebasan orang lain.73  

 Melalui konteks tersebut, kebebasan dasar sebagai nilai penting bagi 

manusia harus tetap dilindungi dan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk 

diwujudkan, namun pelaksanaannya harus tetap menjaga keseimbangan 

dalam keseluruhan sistem kebebasan. Pembatasan melalui konstitusi dan 

hukum bukanlah bentuk pelanggaran, melainkan mekanisme pengaturan 

agar kebebasan dapat berjalan secara adil dan tertib. Oleh sebab itu, 

pemerintah wajib mematuhi konstitusi guna menjamin perlindungan, 

 
73 Damanhuri Fattah. 
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khususnya bagi kelompok yang kurang beruntung. Sementara masyarakat 

wajib mematuhi konstitusi tersebut.  

 Konsep tersebut berangkat dari pandangan bahwa setiap individu 

memiliki keyakinan dasar yang bersifat moral, religius, dan filosofis yang 

sangat memengaruhi arah perkembangan serta kualitas dirinya sebagai 

manusia. Karena itu, kebebasan terkhusus kebebasan hati nurani, menjadi 

sangat penting karena memungkinkan setiap orang mengembangkan 

keyakinannya secara utuh. Selain itu, penekanan pada kebebasan berkaitan 

erat dengan pengembangan dua kemampuan moral manusia, yaitu 

conception of the good dan sense of justice. Kedua kemampuan tersebut 

hanya dapat berkembang apabila kebebasan dijadikan sebagai syarat utama. 

Dengan adanya kebebasan, setiap individu memiliki ruang untuk bertindak 

sesuai dengan prinsip keadilan yang menjadi dasar konsep justice as 

fairness, sehingga pada akhirnya mendukung lahirnya keadilan sosial dalam 

masyarakat.74  

b. Prinsip Perbedaan dan Persamaan Kesempatan yang Adil  

 Prinsip perbedaan menekankan bahwa setiap ketimpangan sosial dan 

ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat 

sebesar-besarnya bagi kelompok yang paling kurang beruntung. 

Ketimpangan tersebut berkaitan dengan perbedaan peluang individu dalam 

memperoleh kesejahteraan, pendapatan, dan kekuasaan. Selain itu, semua 

kesempatan dalam masyarakat harus terbuka secara adil bagi setiap orang. 

 
74 Soetoprawiro, “Keadilan Sebagai Keadilan (Justice as Fairness).” 



50 
 

 
 

Mewujudkan kedua hal tersebut, prinsip persamaan kesempatan yang adil 

harus dielaborasikan dengan prinsip perbedaan. Maka, dengan hal tersebut 

kelompok yang lebih beruntung maupun yang kurang beruntung sama-sama 

memperoleh manfaat.  

 Rawls juga menegaskan bahwa tidak adil apabila peningkatan 

kesejahteraan kelompok yang lebih beruntung tidak diikuti dengan 

perbaikan nasib kelompok yang kurang beruntung. Sebaliknya, juga tidak 

adil apabila peningkatan kesejahteraan kelompok yang kurang beruntung 

justru mengorbankan kepentingan kelompok yang lebih mampu. Sehingga, 

prinsip perbedaan tidak bertujuan menciptakan kesetaraan hasil secara 

mutlak, melainkan hanya membenarkan adanya ketimpangan sosial dan 

ekonomi sejauh ketimpangan tersebut memberikan manfaat bagi pihak yang 

paling kurang beruntung.75  

 Kemudian, prinsip persamaan kesempatan yang adil harus diutamakan 

di atas prinsip perbedaan. Artinya, bahwa setiap orang harus memiliki akses 

yang sama terhadap berbagai posisi dan peluang dalam masyarakat, serta 

tidak boleh ada pembatasan yang menutup kesempatan tersebut. Hal 

tersebut juga berkaitan dengan kelompok yang kurang beruntung, karena 

hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan. Pemikiran Jhon Rawls 

terdapat prinsip prioritas yang dikenal sebagai the priority of justice over 

efficiency and welfare yang disusun berdasarkan urutan leksikal. Prinsip ini 

menegaskan bahwa prinsip persamaan kesempatan yang adil (fair equality 

 
75 Rawls, A Theory of Justice Teori Keadilan. 



51 
 

 
 

of opportunity) harus didahulukan dibandingkan dengan prinsip perbedaan 

(the difference principle).  

 Rawls tidak sepenuhnya mendasarkan keadilan pada bakat alami 

semata, tetapi juga tidak mengabaikan adanya perbedaan kemampuan 

antarindividu. Bakat tersebut dipandang sebagai potensi yang dapat 

dimanfaatkan untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan 

dalam masyarakat, agar individu yang lebih mampu maupun kurang 

beruntung tetap memperoleh perhatian yang adil. Hal ini menunjukkan inti 

dari teori Rawls yang mengutamakan untuk menyeimbangkan kesamaan 

dan ketidaksamaan.  

 Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan 

kualitas hidupnya, namun pada saat yang sama perbedaan dalam 

kemampuan tetap dapat menghasilkan tingkat kesejahteraan yang berbeda. 

Perbedaan tersebut dapat dibenarkan sepanjang peningkatan kesejahteraan 

kelompok yang lebih beruntung juga memberikan dampak positif bagi 

kelompok yang kurang beruntung.76 Dengan demikian, keadilan tidak selalu 

berarti menyamakan semua orang tanpa mempertimbangkan perbedaan 

yang ada, melainkan memastikan bahwa setiap perbedaan tetap membawa 

manfaat secara adil bagi seluruh anggota masyarakat. 

  

 
76 Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawl.” 
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BAB III 

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Keabsahan Pihak dalam Pengajuan Pembatalan Perkawinan pada Putusan 

Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif 

1. Tinjauan Umum Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn 

Perkara nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn termasuk dalam perkara gugatan 

perdata di Pengadilan Agama. Perkara tersebut diajukan dan diputus oleh majelis 

hakim Pengadilan Agama Medan Kelas I A. Gugatan tersebut diajukan oleh anak 

kandung almarhum dari perkawinan pertama atas pembatalan perkawinan 

almarhum selaku ayah kandungnya dengan istri dari perkawinan ketiga. Sejatinya 

dahulu antara almarhum dengan ibu Penggugat telah terjadi perkawinan pada 

tanggal 12 Juli 1999 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Medan Polonia.77 

Bahwa dari perkawinan pertama tersebut lahir Penggugat pada 06 Oktober 

1999. Kemudian perkawinan pertama tersebut telah resmi bercerai berdasarkan 

putusan Pengadilan Agama Medan sejak tahun 2005 dan telah berkekuatan hukum 

tetap. Selanjutnya dahulu almarhum yang dimaksud dalam hal ini sebagai ayah 

Penggugat telah melakukan perkawinan kedua pada Oktober 2006. Perkawinan 

tersebut telah didaftarkan pada KUA Kecamatan Buntu Pane. Lebih lanjut, dari 

perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:  

 
77 Putusan 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn. 
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a. Laki-laki, 10 Agustus 2007  

b. Laki-laki, 08 Maret 2009  

Perkawinan tersebut kemudian telah resmi bercerai berdasarkan putusan 

Pengadilan Agama Kisaran tanggal 27 April 2010. Bahwa kemudian almarhum 

kembali melakukan perkawinan ketiga dengan seorang wanita yang dalam hal ini 

sebagai pihak Tergugat I. Perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 

Januari 2010 dan telah didaftarkan Tergugat perkawinan tersebut pada KUA 

Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Adapun Tergugat II yang 

dimaksud dalam hal ini adalah KUA Kabupaten Deli Serdang selaku pejabat yang 

mencatat perkawinan ketiga Tergugat I dengan almarhum. Pun perlu untuk 

diketahui bersama bahwa pihak yang ingin diajukan pembatalan perkawinannya 

telah meninggal yaitu almarhum meninggal pada 12 April 2022.78  

Perkara pembatalan perkawinan tersebut diajukan oleh Penggugat tepat pada 

Februari 2025 dengan beberapa dalil gugatan yang terdapat dalam buku nikah a 

quo. Salah satu dalil gugatan menyebutkan bahwa terdapat beberapa kejanggalan 

dan informasi yang tidak benar dalam perkawinan ketiga yang dilakukan almarhum 

dengan Tergugat I. Berikut beberapa alasan dalil gugatan yang diajukan Penggugat, 

yaitu:  

a. Perkawinan ketiga almarhum dengan Tergugat I pada 10 Januari 2010 

sejatinya dalam hal ini almarhum masih terikat perkawinan secara hukum 

dengan istri keduanya yang baru bercerai secara resmi pada 27 April 2010. 

Maka, dalam hal ini terdapat unsur poligami tanpa izin Pengadilan Agama 

 
78 Putusan 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn. 
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yang bertentangan dengan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 

4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan seorang suami yang 

ingin beristri lebih dari seorang, wajib mengajukan permohonan izin ke  

pengadilan.79 Tak hanya itu, Pasal 56 ayat (1) KHI menyebutkan ketentuan 

yang sama bagi suami yang memiliki kehendak ingin beristri lebih dari satu 

harus mendapat izin Pengadilan Agama. 

b. Para pihak dalam perkawina ketiga ini telah melakukan pembohongan 

status, dimana status Tergugat I dalam buku nikah disebut sebagai perawan 

dan status almarhum pada saat itu disebut sebagai jejaka. Namun, pada 

kenyataanya Tergugat I saat itu telah melakukan perkawinan yang pertama, 

adapun almarhum pada saat itu merupakan perkawinan yang ketiga. 

Sehingga, jika dilihat berdasarkan Pasal 71 huruf b dan e KHI, bahwa 

perkawinan dapat dibatalkan jika dilakukan tanpa memenuhi syarat hukum 

atau terdapat unsur penipuan.80 

c. Wali dalam perkawinan disebutkan Wali Hakim tanpa 

menjelaskan/menuliskan informasi lainnya tentang identitas wali hakim 

secara rinci. 

Berdasarkan hal tersebut yang menjadi alasan inti Penggugat untuk mengajukan 

perkara pembatalan perkawinan, karena telah melanggar Undang-Undang 

Perkawinan bahwa seorang suami yang ingin berpoligami harus memperoleh izin 

 
79 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” 
80 Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. 
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Pengadilan Agama dan melanggar ketentuan hukum Islam mengenai prinsip jujur 

dalam melaksanakan perkawinan.  

2. Pertimbangan Hukum 

Hakim dalam memeriksa perkara yang diajukan oleh Penggugat telah 

melakukan pemeriksaan eksepsi oleh Tergugat I. Dalam eksepsi yang diajukan oleh 

Tergugat I menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak memiliki 

legal standing (error in persona). Alasan tersebut didasarkan pada Pasal 72 ayat 

(3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa hak mengajukan pembatalan terhadap 

perkawinan Tergugat I dengan almarhum telah gugur menurut hukum.81 Pun 

kemudian alasan selanjutnya adalah mengapa pada tahun 2025 Penggugat 

mengajukan pembatalan perkawinan, sementara perkawinan telah berlangsung 

sejak tahun 2010.  

Kemudian Penggugat mengajukan replik yang menjelaskan bahwa Penggugat 

merupakan anak kandung dari almarhum yang merupakan suami Tergugat I. 

Penggugat merasa haknya sebagai anak kandung telah dirugikan dengan adanya 

perkawinan tersebut, sehingga memiliki kepentingan yang nyata dalam perkara ini. 

Hal tersebut didukung dengan Pasal 73 KHI bahwa “yang dapat mengajukan 

pembatalan perkawinan adalah suami, istri, wali nikah dan orang yang 

berkepentingan.82 Pun dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

(Undang-Undang Perkawinan) juga menjelaskan eksistensi pihak yang 

berkepentingan sebagai orang yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan.83  

 
81 Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. 
82 Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam. 
83 Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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Selanjutnya Tergugat mengajukan duplik yang pada intinya menjelaskan 

Penggugat tidak memiliki legal standing. Maka hal yang demikian, hakim 

memberikan pertimbangan hukum, yaitu:  

a. Hakim menimbang bahwa pengajuan pembatalan perkawinan antara 

almarhum dengan Tergugat I yang diajukan oleh Penggugat telah 

kadaluarsa dimana perkawinan dilaksanakan pada 22 Januari 2010 dan 

pembatalan perkawinan diajukan pada tahun 2025. Pertimbangan tersebut 

didasarkan pada Pasal 27 ayat (3) bahwa “apabila ancaman telah berakhir 

atau pihak yang bersangkutan telah mengetahui keadaan tersebut lalu tetap 

hidup bersama selama enam bulan tanpa menggunakan hak untuk 

membatalkan, maka hak pembatalan tersebut dianggap gugur,”84 ketentuan 

tersebut juga serupa dengan Pasal 72 ayat (3) KHI.  

b. Hakim menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 

(SEMA) Nomor 2 Tahun 2024, Kamar Agama Tahun 2024, angka 1 huruf 

a perubahan terhadap SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bahwa pengajuan 

pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan putus karena 

kematian harus dinyatakan tidak dapat diterima kecuali apabila perkawinan 

tersebut dilakukan dengan tidak beri’tikad baik. Namun hakim menilai 

bahwa tidak beri’tikad baik tidak dapat dibuktikan secara maksimal dalam 

persidangan karena Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan untuk 

menjelaskan ada atau tidaknya unsur tidak i’tikad baik. 

 
84 Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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c. Hakim menimbang bahwa gugatan Penggugat terhadap pengajuan 

pembatalan perkawinan dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kurang 

pihak dan akan menyebabkan gugatan cacat formil. Selain itu, dari hasil 

perkawinan almarhum dengan istri keduanya telah dikaruniai dua orang 

anak laki-laki dan juga merupakan anak kandung almarhum serta saudara 

seayah Penggugat yang memiliki kepentingan hukum sama, maka sejatinya 

perlu diikutsertakan sebagai pihak Penggugat.  

d. Namun, hakim mengakui legal standing Penggugat sebagai pihak yang 

berwenang untuk mengajukan perkara pembatalan perkawinan sebagaimana 

ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan 85 dan Pasal 73 KHI.86 

3. Amar Putusan  

Berdasarkan uraian permasalahan, fakta di persidangan dan pertimbangan 

hukum oleh hakim. Maka, majelis hakim memutuskan mengabulkan eksepsi 

Tergugat I. Kemudian majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat 

diterima (niet ontvankelijke verklaard). Pun Penggugat dibebankan untuk 

membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu 

rupiah). 

4. Keabsahan Penggugat dalam Pengajuan Pembatalan Perkawinan 

a. Kedudukan Penggugat Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif 

Ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan mengatur secara 

limitatif mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan 

 
85 Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
86 Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam. 
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perkawinan. Jika melihat pada pasal tersebut, pihak yang dimaksud, yaitu: 

Pertama, para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau 

istri. Kedua, suami atau istri. Ketiga, pejabat yang berwenang mengawasi 

pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang. Keempat, setiap orang 

yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan 

tersebut tetapi hanya setelah perkawinan tersebut putus.  

Selain itu, merujuk Pasal 73 KHI mengatur secara luas pihak yang dapat 

mengajukan pembatalan perkawinan yaitu para keluarga dalam garis 

keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri. Perbedaan aturan 

tersebut dapat dapat diselesaikan dengan menerapkan asas lex specialis 

derogat legi generali. Asas tersebut bermakna bahwa ketentuan yang lebih 

khusus mengesampingkan ketentuan yang lebih umum.  

Melihat ketentuan tersebut, Penggugat sebagai anak kandung almarhum 

dari perkawinan pertama sangatlah jelas termasuk dalam dua kategori 

sebagaimana pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Kategori 

tersebut dapat dilihat, yaitu:  

1) Penggugat termasuk dalam kategori keluarga dalam garis keturunan 

lurus ke bawah dari suami sebagaimana Pasal 73 huruf (a) KHI.87 Hal ini 

dapat dibuktikan pada saat persidangan, Penggugat melampirkan 

fotokopi surat akta cerai almarhum ayah Penggugat dengan ibu 

Penggugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan tanggal 5 

Oktober 2005 dan telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian, Penggugat 

 
87 Pasal 73 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. 
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juga melampirkan bukti fotokopi/scan kutipan akta kelahiran Penggugat 

yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan.  

2) Penggugat termasuk dalam kategori Pasal 23 huruf (d) yaitu “setiap 

orang yang memiliki kepentingan hukum secara langsung terhadap 

perkawinan tersebut, namun hanya setelah perkawinan tersebut 

berakhir.”88 Hal yang serupa juga dijelaskan dalam Pasal 73 KHI huruf 

(d) “para pihak yang memiliki kepentingan dan mengetahui adanya cacat 

dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam serta 

peraturan perundang-undangan.”89 Pihak yang memiliki kepentingan 

hukum dalam hal ini  mempersoalkan keabsahan perkawinan ketiga 

almarhum dengan Tergugat I karena berdampak pada hak-hak 

keperdataan Penggugat terlebih mengenai warisan.  

Penggugat yang merasa hak keperdataannya dirugikan akibat perkawinan 

almarhum ayahnya dengan Tergugat I yang diduga cacat hukum memiliki 

kepentingan dan berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Sejatinya 

perkawinan yang dilakukan secara sah menurut perundang-undangan dan 

ketentuan hukum Islam memiliki akibat hukum berupa jaminan kepastian serta 

perlindungan hukum bagi suami, istri dan anak-anak yang timbul akibat 

perkawinan. Salah satunya berupa hak waris mewarisi, memperoleh akta 

kelahiran, dan hak atas nafkah hidup.90 Kepentingan hukum Penggugat dalam 

gugatan yang diajukan tentunya bersifat langsung dan nyata.  

 
88 Pasal 23 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” 
89 Pasal 73 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. 
90 Liky Faizal, “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan,” n.d. 
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Hal tersebut sejalan dengan asas legitima persona standi in judicio bahwa 

setiap orang dapat menjadi pihak dalam perkara perdata sepanjang memiliki 

kepentingan hukum yang cukup. Selain itu, asas actori incumbit probation 

menjelaskan bahwa setiap orang yang mengajukan suatu hak atau mendalilkan 

suatu persitiwa wajib membuktikan kebenaran hak atau peristiwa tersebut. 

Sehingga, kepentingan hukum tersebut harus dibuktikan dalam proses 

persidangan melalui alat bukti yang relevan.91  

Kepentingan hukum Penggugat dalam hal ini bersifat langsung, hal ini 

dikarenakan sah atau tidaknya perkawinan ketiga ayah Penggugat menentukan 

susunan atau bagian ahli waris dari almarhum ayah Penggugat. Jika 

perkawinan ketiga almarhum dikatakan sah secara hukum, maka Tergugat I 

selaku istri almarhum memiliki hak untuk mendapatkan bagian warisan 

sebagaimana tertuang pada Pasal 174 ayat (1) huruf a KHI.92 Tentunya hal 

tersebut berpotensi mengurangi bagian atau hak-hak Penggugat selaku ahli 

waris almarhum ayah Penggugat.  

Dengan demikian, ketentuan undang-undang dalam frasa “orang yang 

berkepentingan” harus ditafsirkan secara luas meliputi pihak yang memiliki 

kepentingan hukum secara nyata dan langsung terhadap akibat hukum yang 

telah dilaksanakan dan menjadi persoalan. Kemudian dapat ditarik benang 

 
91 Asma Karim, “Legal Standing Pemegang Hak Merek Terdaftar yang Belum Dimohonkan 

Perpanjangan Kajian Putusan Nomor 139 K / Pdt . Sus HKI / 2018 Legal Standing of Registered 

Brand Holders That Has Not Been Requested for An Extension An Analysis of Decision Number 

139 K / Pdt . Sus HKI / 2018 Manusia Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual Cq Direktorat Merek Dan” 13, no. 1 (2020): 107–24, 

https://doi.org/10.29123/jy.v13i1.359. 
92 Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam. 
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merah bahwa Penggugat dalam putusan nomor 617/Pdt.G/2020/PA.Mdn 

sebagai anak kandung almarhum dari perkawinan pertama secara jelas 

termasuk dalam kategori orang yang berkepentingan dan keluarga dalam garis 

keturunan lurus ke bawah suami, karena hak keperdataanya merasa dirugikan 

akibat perkawinan orang tuanya yang diduga cacat hukum. 

b. Pengakuan Legal Standing Penggugat oleh Hakim dengan Ketentuan 

Hukum Positif  

Hakim dalam pertimbangan hukum menjelaskan bahwa Penggugat berhak 

mengajukan gugatan pembatalan perkawinan sebagaimana ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku.93 Dalam hal ini, hakim menimbang bahwa 

kedudukan hukum Penggugat sah secara hukum dalam perkara yang diajukan. 

Hal demikian dikarenakan Penggugat adalah pihak yang merasa dirugikan hak 

dan kepentingan hukumnya akibat perkawinan yang dilakukan orang tuanya, 

yang diduga cacat hukum. Ketentuan tersebut didasarkan pada Pasal 73 KHI 

yang menjelaskan bahwa pihak yang berhak mengajukan pembatalan 

perkawinan meliputi keluarga garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah 

suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang dan pihak yang 

berkepentingan.  

Hal tersebut dapat dilihat dengan hubungan Penggugat sebagai keluarga 

dekat yaitu anak kandung dari almarhum dan juga merupakan suami dari 

Tergugat I. Pasal 23 juga menjelaskan legal standing dari Penggugat sebagai 

“setiap orang yang memiliki kepentingan hukum”, dalam hal ini Penggugat 

 
93 Putusan 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn. 
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merasa hak keperdataannya dirugikan dengan perkawinan orang tuanya yang  

diduga cacat hukum. Sehingga sah secara hukum legal standing Penggugat 

untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan. 

5. Keabsahan Saudara Seayah Penggugat sebagai Pihak Pengajuan 

Pembatalan Perkawinan 

Hakim melalui pertimbangan hukum menyebutkan salah satunya bahwa 

Penggugat memiliki saudara seayah dengan istri dari perkawinan kedua almarhum 

ayah Penggugat. Hakim menilai bahwa Penggugat dengan saudara seayah 

Penggugat juga memiliki kepentingan hukum yang sama dalam mengajukan 

gugatan pembatalan perkawinan.94 Namun dalam gugatan, saudara seayah 

Penggugat tidak disertakan sebagai Pihak Penggugat. 

Hal demikian termasuk salah satu alasan dinyatakan tidak diterima (niet 

ontvankelijke verklaard) pada putusan nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn. Gugatan 

yang diajukan Penggugat dalam pembatalan perkawinan dapat dikategorikan 

sebagai gugatan yang kurang pihak yang akan menyebabkan gugatan cacat formil. 

Jika dilihat berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan, eksistensi saudara 

seayah Penggugat berada dalam huruf (d) sebagai “setiap orang yang mempunyai 

kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, namun hanya 

setelah perkawinan tersebut berakhir.”95 Tak hanya itu, Pasal 73 huruf (a) KHI 

sebagai “keluarga dalam garis keturunan lurus ke bawah dari suami”.96 Sehingga, 

 
94 Putusan 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn. 
95 Pasal 23 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
96 Pasal 73 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. 
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saudara seayah Penggugat juga memiliki legal standing dan kepentingan hukum 

yang serupa dengan Penggugat dalam perkara pengajuan pembatalan perkawinan. 

Kepentingan hukum yang dimiliki saudara seayah Penggugat karena 

keabsahan perkawinan almarhum ayah mereka dengan Tergugat I berpotensi untuk 

berdampak pada bagian waris yang didapatkan dan merugikan hak keperdataan 

lainnya. Pun perlu untuk diingat bersama dalam replik yang diajukan Penggugat 

menjelaskan bahwa “Penggugat dalam mengajukan gugatan untuk mewakili kedua 

adik kandungnya yang dalam hal ini belum bisa melakukan gugatan dikarenakan 

usianya masih di bawah umur”.  

Saudara seayah Penggugat lahir pada 10 Agustus 2007 dan 08 Maret 2009. 

Pada saat diajukannya gugatan yaitu Februari 2025, usia saudara seayah Penggugat 

masing-masing 17 tahun dan 15 tahun. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUH Perdata) menjelaskan bahwa seseorang yang belum mencapai usia 

21 tahun dikategorikan sebagai orang yang belum dewasa dan tidak cakap untuk 

membuat perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1330 KUH Perdata.97 

Selain itu, Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan anak yang 

belum mencapai usia 18 tahun berada di bawah kekuasaan orang tuanya.98 

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa atau seseorang 

yang belum cakap hukum pada dasarnya dapat dibatalkan atau dimintakan 

pembatalan, bahkan dapat dianggap batal demi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa 

ketidakdewasaan atau ketidakcakapan tersebut memengaruhi keabsahan perbuatan 

 
97 Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d. 
98 Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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hukum yang dilakukan, sehingga perbuatan tersebut tidak menimbulkan akibat 

hukum.99 

Sehingga, pertimbangan hukum yang menyebutkan bahwa gugatan 

dikategorikan sebagai gugatan kurang pihak sejatinya kurang tepat. Alasan tersebut 

dikarenakan dalam ketentuan perundang-undangan tidak menyebutkan secara rigid 

untuk mewajibkan seluruh pihak yang berkepentingan atau pihak yang dapat 

mengajukan pembatalan perkawinan disertakan dalam satu gugatan. Pun, 

rasionalisasi kedua ialah karena saudara seayah Penggugat yang belum dewasa dan 

tidak dapat membuat perjanjian secara mandiri di Pengadilan pada saat gugatan 

diajukan. 

B. Akibat Hukum Niet Ontvankelijke Verklaard dalam Putusan Nomor 

617/Pdt.G/2025/PA.Mdn Perspektif Keadilan Jhon Rawls  

1. Akibat Hukum Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard terhadap Penggugat 

Pengajuan Pembatalan Perkawinan dan Saudara Seayah Penggugat 

Putusan niet ontvankelijke verklaard dalam permasalahan ini menimbulkan 

akibat yaitu perkawinan ketiga almarhum ayah Penggugat dan Tergugat I tetap sah 

secara hukum. Kemudian, pokok perkara yang diajukan Penggugat tidak diperiksa 

secara substantif dan hak keperdataan Penggugat terlebih dalam hal kewarisan 

berpotensi dirugikan tanpa adanya kepastian hukum. Hal tersebut menggambarkan 

perbedaan antara formalisme prosedural dengan keadilan Jhon Rawls yaitu justice 

as fairness. Dalam teori Jhon Rawls menjelaskan bahwa setiap individu berhak 

 
99 Mhd. Yadi Harahap, “Batas Kedewasaan Anak untuk Cakap Hukum dalam Perspektif Peraturan 

di Indonesia,” Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies, n.d., 33–47. 
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memperoleh kesempatan yang adil untuk menikmati berbagai keuntungan sosial, 

sekaligus membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung agar dapat 

memperbaiki kondisi hidupnya. 

a. Akibat hukum terhadap Kepastian Hukum Penggugat 

Penggugat sebagai anak kandung almarhum dari perkawinan pertama dan 

sebagai pihak yang berkepentingan, dan hal tersebut telah sah secara hukum 

dengan diakui legal standing Penggugat melalui putusan nomor 

617/Pdt.G/2025/PA.Mdn.100 Maka, secara langsung Penggugat memiliki hak 

untuk mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana amanat Pasal 23 

Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 73 KHI.  

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan yang menyatakan bahwa 

perkawinan yang dilakukan tidak sah secara hukum dikarenakan tidak 

memenuhi syarat ketentuan hukum yang berlaku.101 Alasan Penggugat 

mengajukan pembatalan perkawinan karena pernikahan orang tua Penggugat 

yang diduga cacat hukum, maka perlunya untuk meluruskan hal yang tidak 

benar. Namun, hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa gugatan 

tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).  

Putusan niet ontvankelijke verklaard (NO) merupakan putusan yang 

menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat 

formil dan hakim mencantumkan melalui amar putusan bahwa gugatan 

Penggugat tidak dapat diterima (NO). Selain itu, pada putusan NO, hakim 

 
100 Putusan 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn. 
101 Rusli, “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan.” 
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tidak memeriksa lebih lanjut pokok perkara dan tidak ada pokok perkara yang 

diputus maupun objek yang dieksekusi.102 Sehingga, hal tersebut 

menyebabkan tidak terpenuhinya keadilan substantif secara maksimal yang 

dicapai Penggugat, nyatanya semestinya hakim sebagai corong undang-

undang dan wajib menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam 

masyarakat.103 

Meskipun dalam pertimbangan hukum, hakim mengakui legal standing 

Penggugat sebagai pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, 

namun hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum yang diperoleh 

Penggugat. Hal tersebut dapat dilihat melalui petitum dalam gugatan yang 

diajukan, Penggugat ingin perkawinan almarhum ayahnya dengan Tergugat I 

tidak sah dan batal demi hukum karena diduga cacat hukum. Padahal sejatinya, 

kepastian hukum merupakan hal yang umum dan lazim dicantumkan dalam 

putusan pengadilan dan setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.104 

Sehingga, dengan dinyatakan gugatan tidak diterima (NO) oleh majelis 

hakim, maka Penggugat tidak mendapat jawaban hukum secara tuntas dari 

Pengadilan mengenai dalil gugatan yang diajukan, padahal legal standing 

Penggugat telah diakui secara sah oleh hakim sebagaimana ketentuan Undang-

Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.  

 
102 Jayadi, Hukum Acara Perdata. 
103 Rasji and Harry Harmono, “Problematika Pertimbangan Hukum Oleh Hakim dalam Mewujudkan 

Keadilan di Masyarakat The Problems Of Judicial Decision Making By Judges To Ensure Justice In 

Society,” Jurnal Hukum Lex Generalis 5, no. 10 (2024): 1–19. 
104 Oksidelfa Yanto, Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Bandung: 

Pustaka Reka Cipta, 2020). 
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b. Akibat hukum terhadap Keabsahan Perkawinan dan Hak Penggugat 

serta Saudara Seayah Penggugat  

Putusan niet ontvankelijke verklaard yang diputus hakim dalam perkara 

nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn menyebabkan tidak diterimanya gugatan 

Penggugat, sehingga tidak mendapat jawaban hukum secara tuntas.105 

Berdasarkan hal tersebut, hakim tidak memeriksa lebih lanjut pokok perkara 

dan tidak ada pokok perkara yang diputus maupun objek yang dieksekusi. 

Alasan hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dapat dilihat 

melalui pertimbangan hukum. Pertama, gugatan yang telah kadaluarsa. Kedua, 

tidak terbukti secara penuh adanya unsur i’tikad tidak baik dalam perkawinan 

yang dilakukan. Ketiga, gugatan yang dikategorikan kurang pihak. Sehingga, 

pengajuan pembatalan perkawinan antara almarhum ayah Penggugat dan 

Tergugat I tidak diterima dan perkawinan tersebut tetap diakui secara hukum.  

Dengan tetap diakuinya perkawinan almarhum ayah Penggugat dan 

Tergugat I secara hukum, maka Tergugat I berhak menjadi ahli waris dari 

almarhum ayah Penggugat sebagaimana termaktub dalam Pasal 174 ayat 1 

huruf (b) KHI bahwa kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan 

terdiri dari duda atau janda.106 Sehingga, komposisi bagian warisan yang 

didapatkan memiliki peluang untuk berkurang, mengingat Penggugat dan 

saudara seayah Penggugat juga termasuk bagian yang berhak menjadi ahli 

 
105 Putusan 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn. 
106 Pasal 174 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. 
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waris sebagaimana Pasal 174 ayat 1 huruf (a) KHI yaitu kelompok ahli waris 

menurut hubungan darah.107  

Hal tersebut sejalan dengan tulisan mengenai pendapat yang disampaikan 

oleh Soebekti bahwa konsekuensi hukum dari perkawinan menyebabkan 

timbulnya hubungan keperdataan suami dan istri, serta termasuk dalam hal ini 

hubungan kewarisan.108 Dengan tetap diakuinya perkawinan antara almarhum 

ayah Penggugat dan Tergugat I, maka Tergugat I berhak menjadi ahli waris 

dari almarhum ayah Penggugat. Keadaan tersebut menimbulkan paradoks 

yang nyata dimana fakta yang ada, bahwa perkawinan almarhum ayah 

Penggugat dan Tergugat I diduga cacat hukum.  

Semestinya berdasarkan fakta yang ada dalam perkawinan almarhum ayah 

Penggugat dan Tergugat I terdapat unsur poligami tanpa izin yang tidak sesuai 

dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 56 KHI bahwa 

bagi suami yang ingin beristri lebih dari satu harus mendapatkan izin dari 

Pengadilan. Tak hanya itu, dalam perkawinan yang dilakukan tersebut diduga 

adanya pembohongan status, maka Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan 

yang menyatakan apabila suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat 

yang telah ditetapkan untuk melangsungkan perkawinan, sejatinya 

perkawinan tersebut dapat dibatalkan.109  

Tentunya, dengan adanya hal tersebut dan tetap diakuinya keabsahan 

perkawinan almarhum ayah Penggugat dan Tergugat I berpotensi untuk 

 
107 Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. 
108 Amin and Shabah, “Perkawinan Sebagai HAM.” 
109 Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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merugikan hak keperdataan Penggugat dan saudara seayah Penggugat terlebih 

pada perkara waris.  

2. Analisis Akibat Hukum Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard 

Berdasarkan Prinsip Kebebasan Setara Jhon Rawls  

a. Hak Dasar Penggugat Memperoleh Akses Keadilan  

Jhon Rawls melalui salah satu prinsip keadilannya menjelaskan mengenai 

kebebasan yang setara. Maksud dari prinsip ini ialah bahwa setiap individu 

berhak memperoleh kebebasan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan.110 

Hal ini dapat dilihat melalui hak dasar Penggugat untuk mengajukan perkara 

pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Medan. Legal standing 

Penggugat dalam mengajukan pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 23 

huruf (d) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 73 hururf (d) KHI sebagai 

“pihak yang berkepentingan”.111 

Ketentuan perundang-undangan tidak menjelaskan secara rigid mengenai 

kedudukan anak dari perkawinan pertama sebagai pihak yang dapat 

mengajukan pembatalan perkawinan. Namun, dalam hal ini majelis hakim 

mengakui legal standing Penggugat sebagai pihak yang dapat mengajukan 

pembatalan perkawinan. Sehingga, hak dasar Penggugat untuk memperoleh 

akses keadilan telah terpenuhi dengan diakuinya legal standing Penggugat 

sebagai pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan.  

 
110 Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawl.” 
111 Putusan 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn. 



70 
 

 
 

Selain itu, sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Penggugat dalam hal ini 

tidak hanya termasuk dalam kategori “pihak yang berkepentingan”, namun 

juga termasuk dalam kategori “keluarga dalam garis keturunan lurus ke bawah 

dari suami” yaitu pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan 

sebagaimana Pasal 73 huruf (a) KHI.112 Dengan demikian, hak dasar tersebut 

tidak boleh dibatasi karena sebagai nilai penting bagi manusia dan harus tetap 

dilindungi serta diberi kesempatan seluas-luasnya untuk diwujudkan.  

Kemudian, dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 

menjelaskan bahwa setiap individu sama kedudukannya di hadapan hukum 

dan pemerintah wajib menjunjung hukum tanpa terkecuali. Hal tersebut 

selaras dengan pemikiran Jhon Rawls bahwa kebebasan dasar harus dijamin 

dalam konstitusi sebagai hak yang sama bagi seluruh warga negara. Dengan 

adanya kebebasan, setiap individu memiliki ruang untuk bertindak, termasuk 

dalam hal ini mengajukan gugatan untuk mendapatkan akses keadilan yang 

menjadi dasar konsep justice as fairness.113  

b. Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Menghalangi Hak Dasar 

Penggugat  

Prinsip kebebasan setara oleh Jhon Rawls dapat ditelaah melalui putusan 

nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn yang dinyatakan tidak diterima (NO). 

Putusan tersebut dinyatakan tidak diterima karena beberapa alasan 

pertimbangan hukum. Pertama, gugatan kurang pihak. Kedua, gugatan telah 

 
112 Pasal 73 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. 
113 Soetoprawiro, “Keadilan Sebagai Keadilan (Justice as Fairness).” 
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kadaluarsa. Ketiga, tidak terbukti adanya unsur i’tikad tidak baik dalam 

pelaksanaan perkawinan.114 Perlu diketahui bahwa pihak yang dimaksud 

untuk diikutsertakan dalam hal ini belum dewasa karena berusia di bawah 21 

tahun, sementara dalam Pasal 1330 KUH Perdata anak yang belum mencapai 

usia 21 tahun tidak dapat membuat perjanjian.115 

Ketidakcakapan hukum tersebut berada di luar kendali Penggugat, namun 

dijadikan sebagai alasan dijatuhkan Putusan NO. Semestinya, berdasarkan 

kerangka pemikiran Jhon Rawls bahwa suatu keadaan tidak dapat dikatakan 

adil jika sebagian orang harus menanggung ketidakadilan demi tercapainya 

keuntungan bagi kelompok yang lebih besar. Jhon Rawls juga menekankan 

veil of ignorance, yaitu konsep dimana setiap orang dianggap bebas dan setara 

sehingga dapat merumuskan prinsip keadilan secara objektif, tanpa adanya 

intervensi dari kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.116 

Selain itu, gugatan kadaluarsa jika mengacu pada Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 568K/AG/2017 menjelaskan bahwa keberadaan kebohongan 

pokok dalam perkawinan menjadi alasan sah untuk dilakukannya pembatalan 

perkawinan. Sebagaimana diketahui dalam pelaksanaan perkawinan antara 

almarhum ayah Penggugat dengan Tergugat I diduga adanya unsur 

pembohongan status dan poligami tanpa izin.117 Sehingga, dengan dinyatakan 

putusan NO dalam perkara nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn menjadi paradoks 

 
114 Putusan 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn. 
115 Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
116 Rawls, A Theory of Justice Teori Keadilan. 
117 Putusan 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn. 
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nyata karena hakim mengakui legal standing Penggugat, namun disisi lain 

tetap menjatuhkan putusan NO.  

Akan tetapi pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim sebagai 

bentuk dalam menerapkan keadilan prosedural. Keadilan prosedural dalam hal 

ini terdapat dua sisi yang perlu dianalisis secara seimbang. Sisi pertama, ketiga 

pertimbangan hukum yaitu kadaluarsa, i’tikad tidak baik yang tidak dapat 

dibuktikan secara maksimal, dan gugatan kurang pihak merupakan penerapan 

prosedur hukum yang lazim dalam hukum acara perdata guna menjamin 

ketertiban beracara serta kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berperkara. 

Hakim dapat dipandang telah menjalankan fungsinya secara prosedural 

dengan memeriksa syarat formil gugatan sebelum memasuki pokok perkara 

sebagaimana yang ditentukan oleh hukum acara perdata.  

Namun, sisi kedua jika dianalisis melalui aspek substantif, keadaan 

tersebut tidak sejalan dengan pandangan Jhon Rawls bahwa setiap individu 

berhak memperoleh kesempatan yang adil untuk menikmati berbagai 

keuntungan sosial, sekaligus membuka peluang bagi mereka yang kurang 

beruntung untuk dapat memperbaiki keadaannya.118  Meskipun dalam hal ini, 

Penggugat dapat mengajukan dan mendaftarkan kembali gugatannya setelah 

memperbaiki gugatan. Akan tetapi, dengan dinyatakan gugatan tidak diterima 

menggambarkan keadaan mengenai keadilan prosedural dan substantif yang 

berjalan tidak beriringan. 

 
118 Rawls, A Theory of Justice Teori Keadilan. 
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3. Analisis Akibat Hukum Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard 

Berdasarkan Prinsip Perbedaan dan Persamaan Kesempatan yang Adil 

Jhon Rawls 

a. Penggugat sebagai Pihak yang Paling Lemah dan Dirugikan 

Prinsip keadilan yang digagas oleh Jhon Rawls salah satunya perbedaan 

dan persamaan kesempatan yang adil. Jhon Rawls menegaskan bahwa 

ketimpangan dalam sistem hukum harus diatur sedemikian rupa dan 

dibenarkan apabila memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pihak yang 

tidak beruntung.119 Kemudian, prinsip persamaan kesempatan yang adil 

diutamakan terlebih dahulu di atas prinsip perbedaan. Maksudnya ialah setiap 

orang harus memiliki akses yang sama terhadap berbagai posisi dan peluang 

di masyarakat, serta kesempatan tersebut tidak boleh dibatasi.  

Jika dikolerasikan dengan putusan nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn dapat 

diketahui bahwa Penggugat sebagai anak kandung almarhum dari perkawinan 

pertama dengan eksistensinya sebagai keluarga dalam garis keturunan lurus 

ke bawah suami dan pihak yang berkepentingan. Meskipun Penggugat sebagai 

anak kandung almarhum, dimana dalam hal ini almarhum merupakan suami 

Tergugat I. Namun, keberadaan Penggugat untuk mendapatkan akses 

informasi mengenai ayah kandungnya sangat terbatas.  

Sebagaimana dalam replik yang diajukan oleh Penggugat bahwa dirinya 

sama sekali tidak mengetahui perkawinan ketiga almarhum dengan Tergugat 

I. Ia juga mengetahui perkawinan tersebut setelah almarhum meninggal dunia. 

 
119 Rawls. 
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Sehingga, pengajuan gugatan yang dilakukan Penggugat setelah dirinya 

menerima informasi secara utuh mengenai status perkawinan tersebut. 

Kemudian, sejak perceraian antara ibu Penggugat dengan almarhum ayah 

Penggugat pada tahun 2005, dirinya tidak mendapatkan nafkah lahir maupun 

batin dari almarhum dan tidak pernah bertemu secara langsung dengan 

almarhum ayahnya.120 

Sehingga, dengan melihat dalil yang diajukan dalam replik tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa memang pada saat itu keberadaan Penggugat sebagai 

pihak yang lemah dan dirugikan sebagai anak kandung almarhum. Berangkat 

dari hal tersebut, Penggugat memiliki legal standing mengajukan pembatalan 

perkawinan guna meluruskan hal yang tidak benar dan untuk mendapatkan 

keadilan yang merugikan hak keperdataannya.  

b. Analisis Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Berpihak pada Pihak 

yang Dirugikan dan Memberikan Kesempatan yang Adil 

Jika dianalisis melalui prinsip perbedaan dan persamaan kesempatan yang 

adil dalam keadilan Jhon Rawls, putusan nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn 

yang dinyatakan tidak diterima sejatinya merugikan pihak yang berada dalam 

posisi lemah.121 Penggugat dalam hal ini sebagaimana telah dijelaskan pada 

pembahasan sebelumnya berada dalam posisi yang dirugikan akibat 

keterbatasan informasi sebagai anak kandung almarhum, selain itu dirinya 

 
120 Putusan 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn. 
121 Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawl.” 
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juga terhalang untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai keabsahan 

perkawinan almarhum dengan Tergugat I.  

Tentunya hal tersebut, berpotensi untuk merugikan hak keperdataan 

dirinya sebagai pihak yang berkepentingan dan keluarga dalam garis 

keturunan lurus ke bawah. Kemudian dengan dinyatakan tidak diterima 

gugatan tersebut, maka keabsahan perkawinan almarhum dengan Tergugat I 

tetap diakui secara hukum. Konsekuensinya ialah kedudukan Tergugat I tetap 

sah sebagai istri dari almarhum dan berhak untuk mendapatkan warisan 

sebagaimana ketentuang perundang-undangan. Kenyataan tersebut tentulah 

tidak selaras dengan pemikiran Jhon Rawls bahwa ketimpangan hukum yang 

diperoleh individu harus memberikan manfaat bagi pihak yang tidak 

beruntung.122 

Adapun prinsip persamaan kesempatan yang adil, jika dianalisis melalui 

putusan nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn belum sepenuhnya dapat dikatakan 

optimal dan adil. Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa Penggugat 

dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama dan diakuinya kedudukan 

hukum (legal standing) Penggugat sebagaimana Pasal 23 Undang-Undang 

Perkawinan dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam.  

Namun, kesempatan tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal 

karena gugatan dinyatakan tidak diterima. Gugatan tersebut dinyatakan tidak 

diterima dengan pertimbangan hukum yang mengedepankan keadilan 

prosedural, dan hal tersebut sejatinya dapat dibenarkan. Hakim menjalankan 

 
122 Damanhuri Fattah. 
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fungsinya dengan memeriksa syarat formil gugatan sebelum memasuki pokok 

perkara sebagaimana ketentuan oleh hukum acara perdata. 

Akibatnya, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dalam 

pemeriksaan pokok perkara dikarenakan penerapan prosedural yang berlaku. 

Semestinya, jika dianalisis dengan prinsip persamaan kesempatan bahwa 

setiap individu harus memiliki akses yang sama dan tidak boleh ada 

pembatasan yang menutup kesempatan tersebut.123 

Berdasarkan seluruh analisis prinsip perbedaan dan persamaan 

kesempatan yang adil di atas, dapat ditarik benang merah bahwa putusan 

nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn yang dinyatakan tidak diterima tersebut 

belum secara optimal menggambarkan keadilan yang digagas oleh Jhon 

Rawls. Prosedur hukum yang secara formal diterapkan oleh hakim, sejatinya 

membatasi Penggugat untuk mendapatkan keadilan substantif. Maka, hal 

tersebut tidak sejalan dengan konsep justice as fairness yang dijelaskan oleh 

Jhon Rawls dalam prinsip keadilannya.  

  

 
123 Rawls, A Theory of Justice Teori Keadilan. 
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BAB IV  

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut.  

1. Berdasarkan analisis terhadap putusan nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn 

ditinjau dari hukum positif yang berlaku, Penggugat selaku anak kandung 

almarhum dari perkawinan pertama sah secara hukum sebagai pihak dalam 

pengajuan pembatalan perkawinan berdasarkan dua kedudukan hukum. Pada 

Pasal 73 huruf a Kompilasi Hukum Islam sebagai keluarga dalam garis 

keturunan lurus ke bawah dan sebagai ketentuan khusus berdasarkan asas lex 

specialis derogat legi generali terhadap Pasal 23 Undang-Undang 

Perkawinan, dan sebagai orang yang memiliki kepentingan hukum secara 

langsung dengan berdasarkan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun 

demikian, pertimbangan hakim yang menyatakan gugatan kurang pihak 

karena saudara seayah Penggugat tidak diikutsertakan tidak sepenuhnya 

tepat, karena tidak terdapat ketentuan yang menyatakan untuk mewajibkan 

seluruh pihak yang berkepentingan diikutsertakan dalam satu gugatan. Lebih 

lanjut, kedua saudara seayah Penggugat masih berada di bawah umur dan 

belum cakap hukum, saat diajukannya gugatan.  

2. Implikasi putusan niet ontvankelijke verklaard (NO) dalam perkara ini 

ditinjau dari perspektif keadilan Jhon Rawls belum sepenuhnya 

mencerminkan keadilan. Pada sisi keadilan prosedural, dijatuhkannya 
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putusan NO tersebut berdasarkan tiga pertimbangan hakim yaitu gugatan 

kadaluarsa, i’tikad tidak baik yang tidak dapat dibuktikan secara maksimal, 

dan gugatan kurang pihak. Hal tersebut secara prosedural dapat dipandang 

sebagai penerapan hukum acara yang lazim guna menjamin ketertiban 

beracara. Namun, keadaan ini juga yang menyebabkan keadilan prosedural 

dan keadilan substansif tidak berjalan beriringan. Ditinjau dari prinsip 

kebebasan yang sama, hadirnya putusan NO telah menghalangi hak dasar 

Penggugat untuk mendapat akses keadilan, karena di satu sisi hakim 

mengakui legal standing Penggugat namun tetap menjatuhkan putusan NO. 

Akan tetapi, pada aspek kebebasan yang sama untuk mengajukan gugatan di 

Pengadilan telah terpenuhi secara maksimal, karena Penggugat dapat 

mengajukan gugatannya. Kemudian ditinjau dari prinsip perbedaan dan 

persamaan kesempatan yang adil, putusan NO tersebut tidak menguntungkan 

Penggugat sebagai pihak yang lemah dan paling dirugikan karena kesempatan 

yang telah diakui secara formal melalui pengakuan legal standing tidak 

diwujudkan secara substansif oleh Pengadilan. Dengan demikian, hal tersebut 

tidak sejalan dengan prinsip keadilan Jhon Rawls yaitu justice as fairness 

bahwa prosedur hukum harus menjadi sarana untuk mencapai keadilan 

substansif. 

B. Saran  

 Dengan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini 

menyampaikan saran bagi hakim lembaga peradilan bahwa dalam memutus perkara 

pembatalan perkawinan yang didalamnya terdapat persoalan keabsahan pihak, 
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sebaiknya diberi kesempatan bagi para pihak untuk dapat memperbaiki gugatan 

yang diajukan sebelum dijatuhkannya putusan NO.  

 Selain itu, bagi pembuat kebijakan perlu dilakukannya penyempurnaan aturan 

hukum mengenai pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan dengan 

menambahkan ketentuan kedudukan hukum dengan mekanisme perwakilan bagi 

ahli waris yang masih di bawah umur. Hal tersebut dikarenakan tidak diaturnya 

secara rigid dalam hukum positif mengenai perwakilan pihak yang dapat 

mengajukan pembatalan perkawinan bagi ahli waris terutama pihak yang masih di 

bawah umur sehingga menciptakan ketidakpastian hukum.  
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